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KATA PENGANTAR

Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019
merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran
melalui program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

LAKIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban
berdasarkan perjanjian kinerja kepada pimpinan unit kerja yang disepakati
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya serta pencapaian Vvisi
dan misi serta agenda pembangunan Kehutanan vyang dijabarkan melalui
program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup  dan Kehutanan.
Penyusunan Laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistematika Laporan  Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  Provinsi NTB  meliputi  Pendahuluan,  Perencanaan  Kinerja,
Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran.

Dengan tersusunnya LAKIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi
yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2019.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan
dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan
pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB. Semoga ALLAH
SWT meridhoi segala upaya kita. Aamiin YRA..

Mataram, Januari 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTB

AL
Ir. MADANI MUKAROM, BSc.F, M. Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19630405 198903 1 019
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1.1.

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus
menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya
kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB yang terakhir diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan gabungan dari 2 unit OPD
yaitu Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian. Unsur
lingkungan hidupnya digabung dengan Dinas Kehutanan, kemudian unsur
penelitiannya digabung ke Bappeda Provinsi NTB. Dengan demikian, ruang
lingkup tanggungjawabnya menjadi semakin besar dari bagian hulu sampai
dengan hilir.

Dinas LHK NTB berperan penting dalam pencapaian misi pembangunan
daerah periode 2019-2023, khususnya pada misi ke-2 “"NTB Asri dan Lestari” dan
misi ke-5 “"NTB Sejahtera dan Mandiri”. Program/kegiatan prioritas mengarah
pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga menjadi
pendukung dalam pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian tanaman
pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan terhadap PDRB.
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Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang
Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Kehutanan di tingkat Provinsi,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, juga dituntut melakukan
pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan
menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang
baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Tahun 2019 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil
kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2019. Lapora ini menjadi salah
satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanan program
kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun
2020.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome
demi terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019 ini adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTB Tahun 2019.

Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2019

Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK
Provinsi NTB di Tahun 2020

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan
Pilihan Bidang Kehutanan. Dua Organisasi Perangkat Daerah ditautkan. OPD
yang pertama menguasai sumberdaya alam pada hamparan lebih dari 50% dari
luas Provinsi NTB, mulai dari pesisir hingga gunung. OPD kedua, yang
kebijakannya menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat NTB,
sekaligus pengendalian terhadap keberlangsungan seluruh sektor pembangunan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mengacu pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Nusa Tenggara Barat Nomor 46
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Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan strategis dibidang LHK;

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang LHK;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang LHK;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang LHK;
5

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugas.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB dibantu oleh 13 (tiga belas) UPTD yaitu :

1. Balai Laboratorium Lingkungan

2. Balai Taman Hutan Raya Nuraksa

3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura

4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur

5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang Brangrea

6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pucak Ngengas Batulanteh

7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu Brang Beh

8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang

9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang

10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Madapangga Rompu

Waworada
11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora
12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa
13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Soromandi

UPTD tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Usunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana
Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun
2018.
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Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
sampai dengan bulan Desember 2019 tercatat sebanyak 543 orang termasuk
diantaranya adalah 77 orang Pejabat Struktural dari Eselon II sampai dengan
Eselon IV, beserta staf sebanyak 466 orang.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas LHK Provinsi NTB
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1.4.

Isu Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada
permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait
dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam.

Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya dukung lingkungan belum
optimal, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup semakin
menurun, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan
penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan,
danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap
eksploitasi ilegal sumberdaya alam (/llegal logging, illegal fishing, illegal mining)
masih lemah. Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi NTB
beserta permasalahan yang menjadi isu strategis.

Tabel 1. Kondisi IKLH Tahun 2014-2018

Indikator

2014

2015

2016

2017

2018

Permasalahan

Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

69,39

66,42

56,53

56,99

75,16

Kualitas Air

53,50

42,46

27,19

20,25

74,63

Tingginya nilai
E-coli, karena
pembuangan
limbah keluarga
& sampah ke
sungai

Kualitas Udara

92,83

92,27

81,20

88,02

87,17

Tradisi
membakar
jerami dan
sampah,
perambahan
hutan dengan
pembakaran
dan

asap kendaraan

Kualitas
Tutupan Lahan

63,72

60,54

60,03

61,27

66,56

Rendahnya
rehabilitasi
hutan & lahan
target
20.000 Ha
hanya
terealisasi +
3.000
Ha/tahun dan
adanya
perambahan,
perladangan
dan ilegal

loging
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Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah
yang dilakukan. Total timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan per hari
dari penduduk di Provinsi NTB tahun 2018 adalah 3.388,76 ton/hari. Jumlah
timbulan sampah terbesar yaitu di Kabupaten Lombok Timur sebesar 801,76
ton/hari sedangkan yang terkecil yaitu Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar
92,39 ton/hari. Jumlah timbunan sampah tersebut berbanding lurus dengan
jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten. Sebagian besar sampah berupa
limbah rumah tangga, baik limbah padat maupun cair. Gaya hidup konsumtif
yang menjadi ciri masyarakat perkotaan menjadi faktor pendukung peningkatan
volume sampah, bahkan sekarang sudah mulai terjadi di daerah pedesaan.

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengarubhi
kondisi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB vyaitu
Kelembagaan pengelola hutan belum operasional secara optimal,
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih terbatas serta masih
rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Selain itu, masih tingginya tingkat
kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis
yang tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan.

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 578.645,97 Ha atau sekitar 29%
dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat
didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Lahan kritis paling luas
terdapat di Kabupaten Bima yaitu 161.120,5 Ha. Bila dibandingkan dengan luas
wilayah per Kabupaten, persentase kekritisan lahan terbesar berada di
Kabupaten Lombok Utara yaitu 54.74% dari luas wilayahnya. Untuk wilayah
didalam kawasan luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Bima 57,554.79 Ha
sedangkan wilayah diluar kawasan luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten
Sumbawa 110,814.28 Ha. Perbandingan luas lahan kritis dengan luas daerah per
kabupaten tertinggi untuk wilayah didalam kawasan hutan tertinggi terdapat di
Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 57.33% sedangkan untuk wilayah diluar
kawasan tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Tengah 53.25%. Faktor
penyebab lahan kritis adalah perambatan hutan, penebangan liar (illegal
logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak
berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola
pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai
kepentingan.

Nilai IKLH NTB yang dicapai tahun 2018 berdasarkan perhitungan masing-
masing nilai IKA, IKU dan ITL yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan dirilis melalui Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2018, vyaitu sebesar 75,16. Hal ini berarti, nilai IKLH tahun 2018
mengalami kenaikan sebesar 18,63 dari tahun 2017 yang sebesar 56,99.
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Kenaikan yang signifikan diakibatkan adanya penyempurnaan metode
perhitungan pada komponen IKA dan IKTL. Pada komponen IKA, jumlah
parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal
Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan perhitungan
berdasarkan bobot dan transformasi nilai sub-indeks parameter kualitas air yang
ditetapkan dalam metode Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia. Sementara
pada komponen IKTL, parameter yang dinilai kembali hanya memperhitungkan
tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan
belukar rawa pada kawasan hutan, dan kawasan yang memiliki fungsi lindung
(lereng dengan kemiringan >25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang
terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Kemudian untuk
indeks kualitas udara (IKU), parameter yang diukur tetap, yaitu SO2 dan NO2.

Tabel 2. Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2014 - 2018

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018
T R T R T R T R T R
IKLH
67,78 [ 69,39 | 67,80 | 66,42 | 67,84 | 56,53 | 67,89 | 56,99 | 67,95 | 75,16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Catatan : T adalah Target dan R adalah Realisasi

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air
(IKA). Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi
kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut
capaian nilai IKA Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. Indeks Kualitas Air Tahun 2013 — 2018

NILAI INDIKATOR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Indeks Kualitas Air

54,13

53,5

42,46

33,13

20,25

74,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Catatan * : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018

Melihat penurunan nilai indeks yang signifikan pada rentang periode 2013-
2017, secara umum mengalami penurunan terhadap nilai capaiannya. Dari hasil
pemantauan juga diketahui bahwa nilai e coli dan total coliform pada setiap
sungai yang dipantau, nilainya dapat mencapai 240.000 MPN/100 ml, nilai ini
jauh melampaui ambang batasnya yaitu 5.000 MPN/100 ml. (MPN adalah
jumlah perkiraan individu bakteri). Penurunan kualitas air disebabkan oleh
aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, usaha
peternakan/perikanan, industry, dan keperluan rumah tangga. Air sungai
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menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung
ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihan agar dapat layak digunakan

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan
keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan
keamanan hutan belum terpetakan dengan baik sehingga lokasi dan intensitas
gangguan tidak dapat diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan
hutan yang efektif dan efisien.

Data hasil identifikasi pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa luas
perambahan di Provinsi NTB mencapai 96.238,24 hektar dengan perambahan
terluas berada di BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu seluas
17.140,20 hektar. Sebagian besar lahan perambahan saat ini telah berubah
fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi mendorong pertumbuhan
ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang
berpotensi menimbulkan bencana banijir jika tidak ditangani dengan segera.

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting
pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan
masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil
panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Berdasarkan overlay data desa sekitar kawasan hutan dan rekomendasi 500
desa miskin yang dirilis oleh Bappeda NTB, didapatkan sebanyak 200 desa
miskin yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar
kawasan hutan paling banyak tersebar di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48
desa (24%)

Memperhatikan bahwa banyak desa di masing-masing kabupaten yang
letaknya berbatasan dengan kawasan hutan tentu akan turut memberikan
tekanan sosial dan ekonomi terhadap kawasan hutan. Luas lahan rata-rata
petani di NTB hanya mencapai 0,3 ha/KK dengan pola pengelolaan yang
mengedepankan ekstensifikasi lahan pertanian menjadikan kawasan hutan
sebagai areal yang logis sebagai arah pengembangan. Kondisi kemiskinan ini
juga menjadikan setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan
kehutanan harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan
lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan namun di sisi lain keberadaan
dan kondisi hutan harus dijaga dan dipelihara.

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan
kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya
manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di
Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat
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(HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang
sudah berjalan s/d 2019 adalah 42.995,48 Ha. Diharapkan konsep Perhutanan
Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian
hutan dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat
setempat dan masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas
dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, dan Sistematika
Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan
Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB. Pada bab ini diuraikan gambaran secara
singkat sasaran yang ingin diraih oleh masing-masing seksi/bidang/balai serta
kaitannya dengan visi dan misi Dinas LHK NTB. Rencana kinerja tahun
bersangkutan disajikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
program dan indikator keberhasilannya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian
Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya.
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2.1.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
harus menyusun perjanjian kinerja dan mempertanggungjawabkannya sesuai
dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya yang telah ditetapkan secara
optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana Strategis 2019-
2023 dan didetilkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: “Membangun
Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan visi tersebut diharapkan NTB
dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional sekaligus merupakan
komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus
diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian
menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi
luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat
yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun
2018 - 2023. Dari keenam misi tersebut, yang terkait langsung dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

a) Misi 4 NTB ASRI dan LESTARI melalui Pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;

b) Misi 5 NTB SEJAHTERA dan MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inkslusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Pada Misi 4, Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab
atau OPD utama. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Fungsi Ekologi
Lingkungan Hidup dengan indikator vyaitu meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan pada Misi 5, Dinas LHK NTB berposisi
mendukung OPD lainnya. Adapun tujuan Misi kelima adalah Terwujudnya
Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam dengan indikatornya yaitu
meningkatnya Produktivitas Total Daerah.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup
dan sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung
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Lingkungan Hidup terdapat tiga strategi dan arah kebijakan yang ditempuh
yaitu :

a. Strategi Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai,
danau, laut, dan sumber air dengan arah kebijakan Menurunkan beban
polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi,
masyarakat dan pemerintahan;

b. Strategi Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas
kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan
Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan;

c.  Strategi Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dengan arah kebijakan
Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah.

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya peningkatan Nilai Tambah Sumber
Daya Alam dan sasaran Meningkatnya produksi Sektor Primer, strategi yang
ditempuh yaitu Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan
arah kebijakan Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis
industrialisasi.
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Tabel 4. Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Dinas LHK NTB 2019-2023

Indikator Indikator Kondisi .
Misi Tujuan Tujuan (IKU) Sasaran Sasaran Kinerja Awal Periode RPJMD Kondisi
(IKK) RPIJMD Akhir
(2023)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Misi 4 NTB Meningkatnya | Indeks Kualitas | Meningkatnya 56.99  57.03 57.09 @ 57.19 57.29 57.39 57.49 57.49
ASRI Fungsi Ekologi = Lingkungan Kualitas, Daya
dan LESTARI: Lingkungan Hidup (IKLH) Dukung dan
melalui Hidup Daya Tampung
Pengelolaan Lingkungan
sumber daya Hidup
alam
dan lingkungan
yang
berkelanjutan
Indeks 20,25 20,25 22,75 = 25,25 27,75 @ 30,25 32,75 32,75
Kualitas Air
Indeks 88,02 88,37 88,45 88,53 89,01 89,09 89,17 89,17
Kualitas Udara
Indeks 61,27 NA 60,03 @ 60,13 60,23 @ 60,33 60,43 60,43
Kualitas
Tutupan Lahan
Neraca 50.00 51.00 60.00 @ 75.00 90.00 @ 100.00 100.00 100.00
Pengolahan

sampah (%)
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Misi 5 NTB
SEJAHTERA
dan
MANDIRI:
melalui
penanggulang
an
kemiskinan,
mengurangi
kesenjangan
dan
pertumbuhan
ekonomi
inkslusif
bertumpu
pada
pertanian,
pariwisata
dan
industrialisasi

Terwujudnya
peningkatan
Nilai Tambah
Sumber Daya
Alam

Produktivitas
Total Daerah
(Rp 000)

Meningkatnya
produksi
Sektor Primer

Kontribusi
sektor
kehutanan
terhadap
PDRB (%)

2,153
.50

21.97
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2.2,

Indikator Kinerja Utama

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator
Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada
sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Berikut ini adalah Indikator Kinerja Dinas LHK NTB mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Provinsi NTB.

Tahun 2019 adalah tahun pertama dalam periode RPJMD dan RENSTRA
2019-2023. Target Indikator Kinerja Utama selama 5 tahun dijabarkan dalam

tabel dibawah ini.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

NTB
KINERJA INDIKATOR _

No | UTAMA/SASARAN |  KINERJA PE¥?iL:2th?t£t|or::|u?:L1 I:zr:g;:tir)an,
STRATEGIS UTAMA P gan,

1. | Meningkatnya Indeks Kualitas | Target IKA : 25,25
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Kualitas Daya
Dukung dan Daya
Tampung
Lingkungan Hidup

Air

Formulasi : Jumlah parameter yang
digunakan bertambah dari
tahun sebelumnya menjadi 10
parameter, yaitu DO, fecal
coliform, COD, pH, BOD, NH3-
N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS
bdengan perhitungan
berdasarkan bobot dan
transformasi nilai sub-indeks
parameter kualitas air yang
ditetapkan dalam metode
Indeks Kualitas Air modifikasi
Indonesia (perhitungan
dilakukan KLHK)

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas
air di sungai prioritas nasional

Indeks Kualitas
Udara

Target IKU : 88,53
Formulasi : perhitungan berdasarkan 2
pencemar udara SO2 dan NO2
Sumber data : pemantauan kualita udara
pada kawasan-kawasan
transportasi, pemukiman,
industry dan komersial

Neraca

Target : /5




KINERJA INDIKATOR .
No | UTAMA/SASARAN | KINERIA | PEIJELASAN (ormuasi Pengukuran
STRATEGIS UTAMA P gan,
Pengelolaan Formulasi : Akumulasi  Persentase
Sampah penanganan timbulan sampah

di TPA Regional dengan
persentase pengurangan
sampah oleh bank sampah
binaan dinas LHK

Sumber data : data jumlah sampah yang
ditangani pada TPA Regional
dan jumlah sampah terkelola
oleh bank sampah binaan dinas
LHK

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

Target : 60,13

Formulasi : memperhitungkan tutupan
lahan berupa tutupan hutan
dengan menambahkan
tutupan belukar dan belukar
rawa pada kawasan hutan,
dan kawasan yang memiliki
fungsi lindung (lereng dengan
kemiringan > 25%) dan
sempadan sungai, danau,
pantai, ruang terbuka hijau,
kebun raya, dan taman
keanekaragaman hayati
(perhitungan oleh KLHK)

Sumber data : Hasil analisis citra satelit
tutupan lahan dan dinamika
vegetasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
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dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dikelolanya. Untuk Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB
diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
dengan Gubernur NTB.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian
keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi /
organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dapat
dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas, Daya | Indeks kualitas air 22,75
Dukung dan Daya Tampung | Indeks kualitas udara 88,45
Lingkungan Hidup Indeks kualitas 60,03
tutupan lahan
Neraca pengelolaan 60 %
sampah
2 Meningkatnya produksi Pertambahan Nilai 21,93%
sektor Primer PDRB sektor
kehutanan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

16 |LAKIP Tahun 2018



9|LAKIP Tahun 2018



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak
terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Salah satu bentuk akhir
pertanggung jawaban adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
(Akuntabilitas Kinerja). Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan
transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik /
Masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka
waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan,
untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi
tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun
Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan
menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk
mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif
terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah,
diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau  ukuran
untuk setiap kebijakan / program / kegiatan Penetapan indikator kinerja ini
didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 vyang telah mendapatkan
pengesahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan
hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat
capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan
hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan

17 |LAKIP Tahun 2019



informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak
tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara
berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam
laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat
memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator kegiatan
yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja
Tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja berdasarkan Target RENSTRA

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tahun anggaran
2019 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas
LHK 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1.1 Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Tabel 7. Capaian Sasaran 1 dalam Target Renstra 2019-2023

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian
a (2) 3) (4) (5)
1. | Meningkatnya Fungsi Indeks Kualitas Lingkungan 57,09 NA
Ekologi Lingkungan Hidup | Hidup (IKLH)

Sasaran ini didukung oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
sebagai indikator kinerjanya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara yang dapat
digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang
digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks
Kualitas Air (IKA) yang diukur dengan perhitungan 10 parameter yaitu DO,
Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS. Indikator
Kualitas Udara yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan
Indikator Kualitas Tutupan Lahan yang diukur dengan mempertimbangkan
aspek konservasi rehabilitasi, dengan parameter Luas tutupan hutan,
kondisi tutupan hutan, dan konservasi sepadan sungai/danau/pantai.

Sampai dengan saat ini, data nilai IKLH belum dipublikasikan oleh Pusdatin
sehingga data capaian nilai IKLH Tahun 2019 belum dapat disajikan dalam
LAKIP ini.
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Tabel 8. Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R T R
67,78 69,39 | 67,80 | 66,42 | 67,84 | 56,53 | 67,89 | 56,99 | 67,95 | 75,16* | 57,09 | NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

*l

Catatan : T adalah Target dan R adalah Realisas/
: dirilis oleh KLHK setelah RPIJMD 2019-2023 disahkan

Data time series di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas
lingkungan hidup pada periode RPIJMD sebelumnya. Tren nilai indeks
tersebut menjadi dasar penetapan target IKLH 2019 sebesar 57,09 dalam
RPIMD Provinsi NTB 2019-2023.

Pada bulan September 2019 ditetapkan secara resmi nilai IKLH Tahun
2018 untuk Provinsi NTB yaitu sebesar 75,16. Nilai ini melonjak cukup
signifikan, yakni 18.15 poin meningkat jika dibandingkan dengan nilai
IKLH Tahun 2017. Peningkatan nilai IKLH disebabkan karena adanya
pengembangan metode perhitungan IKA dan IKTL.

Untuk Tahun 2019 nilai IKLH masih dalam proses perhitungan dan
diperkirakan akan terjadi peningkatan pada nilai IKLH dengan adanya
berbagai program/kegiatan yang mendukung perbaikan kualitas
lingkungan hidup.

Kondisi IKLH NTB jika diperbandingkan dengan nilai IKLH Nasional, terlihat
penurunan nilai IKLH Nasional dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun
2017, sedangkan untuk Tahun 2018 naik signifikan sebanyak 5.21 poin
dikarenakan adanya pengembangan metode pada IKA dan IKTL.

Tabel 9. Perbandingan Nilai IKLH NTB dengan IKLH Nasional

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nas

NTB

Nas

NTB

Nas

NTB

Nas

NTB

Nas

NTB

Nas

NTB

63,42

69,39

64,84

66,42

65,73

71,67

66,46

56,99

71,67

75,14

NA

NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
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1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Tabel 10. Capaian Sasaran 2 dalam Target Renstra 2019-2023

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian

2. | Meningkatnya Angka Kemiskinan 13,75 NA
Pertumbuhan Ekonomi
yang berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan
landasan utama untuk menjadi sebuah negara atau daerah yang maju.
Pertumbuhan ini ditandai dengan adanya transformasi ekonomi melalui
penguatan sektor, berkembangnya industri manufaktur, modernisasi
sektor jasa, berkembangnya inovasi dan yang tidak kalah penting adalah
meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang
berkualitas.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah,
perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan
memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Berbagai upaya tersebut,
diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk
mengurangi angka kemiskinan. Strategi umum yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi NTB adalah meningkatkan investasi, kerjasama
pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan.

Di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat beberapa upaya
yang dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian dari upaya mengurangi angka
kemiskinan melalui Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan
sebanyak lebih dari 35.000 orang antara lain :

1.  Meningkatkan investasi

Pada Tahun 2019 terdapat beberapa rencana investasi dan upaya

menjaga operasionalisasi investasi eksisting di sektor lingkungan

hidup dan kehutanan yaitu berupa :

a. Kereta gantung dari kawasan Tahura sampai ke kawasan Taman
Nasional Gunung Rinjani. Investasi ini akan menjadi destinasi
baru wisata alam vyang diharapkan akan membangun
perekonomian masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan
pekerjaan dari sejak proses perencanaan, kontruksi sampai
dengan operasionalisasinya. Ekonomi masyarakat juga akan
tumbuh melalui penyediaan produk lokal, bahan makanan dan
industri kreatif;

b. Melakukan monitoring terhadap para pemegang ijin
pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi NTB. Hal ini penting
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untuk memastikan kepastian manfaat bagi pemerintah dalam
bentuk PNBP dan PAD dan juga bagi masyarakat dalam bentuk
ketersediaan lapangan pekerjaan. Di NTB saat ini terdapat 4 unit
IUPHH yang terdiri dari 3 IUPHHK-Hutan Tanaman dan 1 unit
IUPHHK-Hutan Alam.
c. Monitoring Industri kayu lapis dengan bahan baku kayu sengon
di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
d. Pembinaan industri hasil hutan kayu sebanyak 22 unit se NTB
e. Mendorong investasi daur ulang sampah di Kawasan Tahura
Nuraksa
2.  Membangun kerjasama
a. Secara aktif mendorong kerjasama kemitraan, terutama wisata
alam di kawasan hutan diantaranya Sesaot, Aik Nyet, Tahura
Nuraksa
b. Membangun dan membina 98 kelompok kemitraan kehutanan di
KPH dan Tahura dengan 9.240 orang
3.  Meningkatkan kualitas SDM
a. Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani hutan dan
masyarakat, terutama pada kelompok perhutanan sosial, yaitu
pada 78 klp HKm dengan 22.223 org anggota
b. Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani HTR sebanyak 12
klp dan 2.196 orang anggota
c. Melakukan pembinaan terhadap Bank Sampah sebanyak 74
kelompok dan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten
membina pada aspek kelembagaan dan usaha pada Bank
Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten
d. Memfasilitasi penyegaran dan pembinaan bagi Pengawas
Tenaga Teknis PHPL secara periodik yang ada pada setiap KPH
e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyuluh dan tenaga
teknis kehutanan terkait pengelolaan hasil hutan bukan kayu.
Kegiatan ini dilaksanakan berkerjasama dengan pihak BPSDM
NTB
4. Pelibatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan, terutama
terkait dengan HHBK dan Jasling
a. Memastikan pendampingan dan pembinaan terhadap 486 desa
yang berbatasan dengan kawasan hutan
b. Terdapat 49 desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui
pembentukan kelompok HHBK dan Jasling, pelaksanaan
kegiatannya berupa fasilitasi bantuan sarpras pengolahan HHBK,
peningkatan sarpras di lokasi wisata, serta pembinaan kelompok
tani hutan
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c. Total sampai tahun 2019 Terdapat 212 desa sekitar hutan yang
diberdayakan berbasis perhutanan sosial, kegiatannya meliputi
pembinaan dan monitoring KTH, Fasilitasi pembentukan
Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Sentra Penyuluhan
Kehutanan Pedesaan (SPKP), penanaman, dan sosialisasi RHL

d. Mendorong pengembangan usaha jasa lingkungan pada 46 desa
di sekitar kawasan yang memiliki potensi wisata alam

e. Mengembangkan produksi HHBK melalui budidaya bambu, lebah
madu dan beberapa jenis HHBK lainnya yang disesuaikan
dengan kondisi setempat dan permintaan kelompok masyarakat.
Selain dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat, juga dalam rangka mendukung industrialisasi
kehutanan. Berkembangnya industry kehutanan diharapkan
akan dapat memastikan tersedianya pasar bagi produk-produk
kehutanan yang dibudidayakan oleh masyarakat dan KPH

f. Pada Tahun 2019, juga telah disusun Road Map Industrialisasi
kehutanan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi
NTB dalam pengembangan berbagai komoditas hasil hutan
bukan kayu. Road map itu juga berisi pembagian peran para
pihak dan pada Tahun 2020 akan didorong agar ada legalitasnya
dalam bentuk Peraturan Gubernur.

5. Pelibatan masyarakat sebagai tenaga pengamanan hutan
Dalam rangka memastikan peran serta aktif masyarakat dalam
mendukung perlindungan kawasan hutan, Dinas LHK NTB telah
merekrut sebanyak lebih dari 500 orang masyarakat sekitar kawasan
sebagai tenaga pengamanan hutan. Selain sebagai tenaga
pendukung untuk melaksanakan pengamanan hutan, upaya
rekrutmen ini juga mendukung upaya pengurangan angka
kemiskinan karena seluruh yang direkrut mendapatkan kepastian
penghasilan dengan standar mengikuti Upah Minimum Provinsi.

Dalam satu kegiatan, bisa memenuhi 2 aspek, yaitu aspek ekonomi

dan ekologis
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2. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tahun anggaran
2019 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja
antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan
Gubernur NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Capaian
(L) (0] A (C)) (6))
1. | Meningkatnya Kualitas, | 1.1 Indeks kualitas air 22,75 NA
Daya Dukupg dan Daya 1.2 Indeks kualitas udara 88,45 NA
Tampung Lingkungan
Hidup 1.3 Indeks kualitas tutupan | 60,03 NA
lahan
1.4 Neraca pengelolaan 60 % NA
sampah
2. | Meningkatnya produksi | 2.1. Pertambahan Nilai PDRB | 21,93 % NA
sektor Primer sektor pertanian tanaman
pangan, peternakan,
perkebunan, perikanan&
kehutanan

2.2 Meningkatnya Kualitas,
Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung

Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja antara lain Indeks
Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan
Neraca Pengelolaan Sampah. Selanjutnya penjelasan terhadap capaian target
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan upaya strategis yang dilakukan untuk
mendukung capaian perjanjian kinerja dijelaskan secara rinci dibawah ini.

2.1.1 Indeks Kualitas Air
Target 1 22,75
Realisasi : NA
Uraian

Capaian Kinerja Tahun 2019

Data Tahun 2019 belum dapat diperbandingkan dengan capaian Tahun
2018 karena data publikasi dari Pusdatin belum tersedia.
berdasarkan hasil pengambilan sampel dan pengamatan langsung di
tingkat lapangan, diperkirakan kondisi kualitas air mengalami peningkatan.
Di samping itu, upaya lainnya ialah Dinas LHK melakukan penilaian dan
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pemeriksaan dokumen lingkungan, evaluasi dan monitoring terhadap
ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungannya, verifikasi dan
peninjauan kasus lingkungan hidup, validasi dokumen KLHS, melibatkan
masyarakat dalam program adiwiyata dan kampung iklim, bantuan sarpras
bank sampah dan masyarakat, pengembangan operasional TPA, dan
pemantapan unit BSF dalam pengolahan sampah organik. Namun di sisi
lain, musim kemarau berkepanjangan juga berakibat pada meningkatnya
jumlah e coli yang dapat berpengaruh pada turunnya nilai IKA.

Tabel 12. Indeks Kualitas Air Tahun 2013 — 2018

NILAI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Kualitas Air 53,5 42,46 27,19 20,25 74,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Peningkatan nilai IKA Tahun 2018 disebabkan karena adanya
pengembangan metode perhitungan yang sebelumnya menggunakan 7
parameter bertambah menjadi 10 parameter perhitungan, yaitu DO, Fecal
Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS. Melihat dari
hasil uji sampling kualitas air yang dilakukan, masih terdapat beberapa
parameter yang melewati baku mutu, antara lain Fecal Coliform dan BOD,
dan COD.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam
Renstra

Nilai IKA 2019 belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah
dalam Renstra, namun jika dibandingkan dengan capaian masing-masing
kegiatan pendukungnya, diperkirakan akan mampu mencapai target yang
tertuang dalam Renstra. Hal-hal pendukung tersebut antara lain ketaatan
pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan ijin
lingkungannya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dokumen KLHS
yang telah memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan, pemenuhan
kebutuhan sarpras operasional TPA dan bank sampah, unit pengolahan
sampah Black Soldier Fly (BSF) dalam pengolahan sampah organic,
sosialisasi pemilahan sampah dan aksi bersih sampah mulai dari tingkat
rumah tangga, komunitas, organisasi , dan instansi pemerintah.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan data IKA secara nasional, nilai IKA Provinsi NTB
pada Tahun 2018 sudah berada 1.86 poin di atas nasional. Namun untuk
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Tahun 2019, data hasil pengolahan sampel uji IKA belum dipublikasikan
oleh Pusdatin KLHK.

Tabel 13. Perbandingan Nilai IKA NTB dengan IKA Nasional

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB | NTB
52,19 | 53,50 | 65,86 | 42,46 | 60,38 | 27,19 | 60,07 | 20.25 | 72,77 | 74,63 | NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Kegiatan Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan di 10 lokasi sungai
di Provinsi NTB dengan pengambilan sampling di 6 titik pada masing-
masing lokasi dan dilakukan 2 periode pengambilan dalam 1 tahun. Lokasi
pemantauan air sungai yaitu 5 sungai di Pulau Lombok dan 5 sungai di
Pulau Sumbawa. Di wilayah Pulau Lombok pemantauan dilaksanakan di
Sungai Segara, Babak, Tojang, Dodokan, dan Ancar. Selanjutnya untuk
wilayah Pulau Sumbawa dilaksanakan di Sungai Sori Jangka, Padolo,
Rabalaju, Brang Rea, dan Brang Biji.

Berdasarkan hasil sampling, parameter yang jauh melampaui baku mutu.
Tingginya nilai Fecal Coliform disebabkan oleh pembuangan limbah rumah
tangga yang tidak terkelola dengan baik. Pada umumnya air limbah ini
terdiri dari ekskreta (tinja dan air seni), limbah cair dan limbah B3 dari
sarana penginapan dan rumah sakit.
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Pada

tahun 2019, Dinas LHK NTB telah melakukan beberapa upaya

strategis dalam rangka penanganan dan pengendalian kualitas air sungai

di NT

a.
b.

B, antara lain :

Melakukan Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan

Melakukan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup,
serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang
lingkungan hidup

Melakukan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)

Partisipasi masyarakat melalui program Adiwiyata dan Kampung
IKklim

Monitoring dan evaluasi PROPER kepada pelaku usaha (kegiatan
sumber dana APBN)

Terkait rincian progress pelaksanaan masing-masing upaya terdapat
sebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

v' Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan kajian
mengenai dampak penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan /atau kegiatan. Pada tahun 2019, Dinas LHK NTB selaku Komisi
Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan
pemeriksaan terhadap 46 dokumen lingkungan, antara lain :

Dokumen Amdal : 5 dokumen
Dokumen Evaluasi Lingkungan : 2 dokumen
Hidup (DELH)

Dokumen Adendum Amdal : 8 dokumen
Dokumen Upaya Pengelolaan : 26 dokumen

Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL)

Dokumen Pengelolaan : 4 dokumen
Lingkungan Hidup (DPLH)

Surat Pernyataan Pengelolaan : 1 surat
Lingkungan

Dinas LHK NTB melaksanakan pengecekan tapak proyek usaha dan/atau

kegia

tan yang sedang dalam proses penilaian Amdal atau pemeriksaan

UKL-UPL, untuk memastikan bahwa di rencana lokasi usaha dan/atau

kegia
lapan
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Selain itu, Dinas LHK juga melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
dilakukan oleh 19 dunia usaha di NTB.

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dokumen Amdal yang dihasilkan
dan sumber daya manusia, maka perlu dilakukan standarisasi mutu Komisi
Penilai Amdal, baik di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota. Standarisasi ini
dilakukan dengan cara melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Komisi
Penilai Amdal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap 4 (empat) Komisi Penilai Amdal
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB, antara lain : KPA Kabupaten
Lombok Timur, KPA Kabupaten Lombok Tengah, KPA Kabupaten
Sumbawa, dan KPA Kota Mataram

v Melaksanakan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan
hidup, serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan
hukum bidang lingkungan hidup

Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan
hidup, Dinas LHK NTB melakukan upaya penyelesaian kasus lingkungan
yang berasal dari masyarakat/instansi sebanyak 19 aduan selama TA.
2019.

Beberapa upaya tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan antara lain :

1. Pertemuan dan pemberian penjelasan prosedur penanganan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam penyelesaian 1
aduan

2. Peninjauan lapangan untuk penyelesaian 9 aduan

3. Rencana pembahasan dokumen lingkungan bersama Komisi Penilai
Amdal untuk penyelesaian 1 aduan

4. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah disepakati dari
2 pihak yang bersengketa untuk penyelesaian 1 aduan

5. Rekomendasi pencabutan ijin untuk kegiatan yang telah melanggar
peraturan yang berlaku untuk penyelesaian 3 aduan

6. Sosialisasi penanganan aduan pencemaran/kerusakan lingkungan
untuk penyelesaian 1 aduan

7. Monitoring dan evaluasi usaha/kegiatan yang berpotensi
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk
penyelesaian 3 aduan

v Memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-
UPL kepada para pelaku usaha/kegiatan

27 |LAKIP Tahun 2019



Kegiatan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk
melihat kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan
kondisi real di lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan
rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi terhadap dunia usaha/kegiatan
Tahun 2019 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Monitoring dan evaluasi dunia usaha/kegiatan

Kunjungan
No. Nama Usaha/Kegiatan Lapangan
Perijinan Monev
1 | PT. Bumi Harapan Jaya %
2 | PT. Aretha Nusantara Farm %
3 | UD. Mumbulsari Aquaculture %
4 | PT. Pengembangan Pariwisata '
Indonesia
5 | PT. Sukadana Makmur Sejahtera %
6 | PT. Equilibria Gili Gede
7 | PT. Sinta Aqua Culture
8 | PT. Duta Megah Laksana %
9 | PT. Sumbawa Juta Raya %
10 | PT. Kayu Lima Sejahtera %
11 | TBBM Pelabuhan Badas %
12 | PT. Amman Mineral Nusa Tenggara %
13 | Bandara Sultan Salahuddin %
14 | Dermaga Rakyat PotoTano %
15 | PT. Marine Service Engineering %
16 | PT. Angkasa Pura (bypass BIL — Kuta) %
17 |Dermaga Pulau Kaung (BKPSDKP v
Sumbawa — Sumbawa Barat)
18 | PT. Amman Mineral Nusa Tenggara %
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19 | PT. Delapan Inti Power %

v' Validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau Kebijakan.

Dokumen KLHS wajib disusun dalam penyusunan atau evaluasi dokumen
rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana
zonasi kawasan dan Kebijakan/Rencana/Program lainnya yang berpotensi
menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup. KLHS sangat penting
karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan
telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan
pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negative
suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup
dapat dihindari.

Dinas LHK NTB berwenang untuk melakukan validasi terhadap dokumen
KLHS yang diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2019, Dinas LHK telah
memberikan rekomendasi validasi terhadap 13 dokumen KLHS,
diantaranya ialah 6 dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 2
dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 1 dokumen KLHS
Rencana Tata Ruang (RTR) dan 4 dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

v Partisipasi masyarakat melalui program Adiwiyata dan Kampung
Iklim
Masyarakat dapat berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan melalui
berbagai cara, salah satunya ialah melalui program yang digagas oleh
Kementerian LHK yaitu Adiwiyata dan Kampung Iklim.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Adiwiyata adalah
program yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan.

Program ini juga bertujuan agar pelajar dapat terlibat dalam upaya
pelestarian lingkungan. Di Provinsi NTB, terdapat 8 (delapan) sekolah
yang telah ditetapkan menjadi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
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melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 522-714 Tahun
2019, antara lain :

Tabel 15. Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Provinsi
NTB Tahun 2019

No. | Nama Sekolah Desa Kecamatan | Kabupaten
1. | MA Sayang Ibu Dasan Geria | Lingsar Lombok
Barat

2. | SD Negeri 1 Beleke Gerung Lombok
Beleke Barat

3. | SMA Negeri 1 Telaga Taliwang Sumbawa
Taliwang Bertong Barat

4. | SMP Negeri 6 Menala Taliwang Sumbawa
Taliwang Barat

5. | SD Negeri 1 Kuang Taliwang Sumbawa
Taliwang Barat

6. | SMA Negeri 3 Brang Biji Sumbawa Sumbawa
Sumbawa

7. | MTs Negeri 2 Bunga Eja Empang Sumbawa
Sumbawa

8. | SD Negeri Krato Kerato Unter Iwes | Sumbawa
Unter Iwes

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4 (empat)
komponen program vyang harus dimiliki dalam mencapai sekolah
Adiwiyata, yaitu : Kebijakan Berwawasan Lingkungan, Pelaksanaan
Kurikulum Berbasis Lingkungan, Kegiatan Lingkungan Berbasis Parsitipatif,
dan Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan. Sebagai contoh,
MA Sayang Ibu melakukan berbagai program kreatif kolaboratif berbasis
lingkungan, salah satunya dengan adanya proyek kebun sains, berbagai
riset dan pengembangan, pelatihan kewirausahaan, dan Training Center
(Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat). Dihiasi tidak kurang dari 140
spesies flora dan fauna, lokasi Sekolah Alam Sayang Ibu menjadi tempat
yang hijau, rindang dan asri sebagai sarana belajar anak yang dekat
dengan alam, sehingga membantunya mudah untuk mengenal alam
sekitar.

Selain program Adiwiyata, keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian
lingkungan dapat dilakukan melalui program kampung iklim. Program
gagasan Kementerian LHK ini fokus pada pemberdayaan desa dalam
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayahnya. Lima desa di
NTB mendapat predikat Proklim Pratama, sedangkan 1 (satu) desa
mendapat predikat Proklim Utama.
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Tabel 16. Desa Proklim Tahun 2019

Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Predikat
Bual Aik Bual Kopang Lombok Proklim
Tengah Utama
Jogot Bagik Polak | Labuapi Lombok Barat | Proklim
Tengah Barat Pratama
Aik Ampat | Dasan Gerung Lombok Barat | Proklim
Geres Pratama
Sambi Banyu Urip | Gerung Lombok Barat | Proklim
Rati Pratama
Banjar Taliwang Sumbawa Proklim
Barat Pratama
Dalam Taliwang Sumbawa Proklim
Barat Pratama

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

v' Kegiatan lain bersumber dari dana APBN

Kegiatan PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah,
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan..
Terdapat beberapa aspek penilaian yang menjadi bahan evaluasi
pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku usaha, yaitu : (1) Kewajiban
dokumen lingkungan, (2) Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air, (3)
Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara, (4) Kewajiban Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dinas LHK NTB melakukan
pembinaan dan penilaian atas kepatuhan pelaku usaha untuk
melaksanakan kewajiban pengelolaan LH sesuai dengan aspek tersebut.

Dalam upaya meningkatkan indeks kualitas air, evaluasi PROPER fokus
pada upaya pelaku usaha dalam pengelolaan limbah cair dan B3. Pelau
usaha diwajibkan untuk wajib taat terhadap titik penataan pemantauan,
pemenuhan parameter dan baku mutu sesuai peraturan berlaku, dan
pelaporan rutin ke Dinas LH Kab/Kota, Dinas LHK Provinsi, dan
Kementerian LHK. Sebanyak 19 perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 15
perusahaan sudah taat, 2 perusahaan lainnya masih perlu penyempurnaan
dalam upaya-upayanya, 1 perusahaan tidak sempat dilakukan inspeksi
karena baru diajukan pada APBN Perubahan dan masa inspeksi lapangan
sudah lewat, dan 1 perusahaan sisanya telah berhenti beroperasi saat
inspeksi dilakukan.

31| LAKIP Tahun 2019




Tabel 17. Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2019

No | Nama Perusahaan Sektor Sub Kab/Kota
Sektor
1| PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Dompu
Dompu
2 | PT. PLN (Persero) Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD Energi Migas PLTD Sumbawa
Taliwang Barat
3| PT. Amman Mineral | Pertambangan | Tambang Kab.
Nusa Tenggara Energi Migas Mineral Sumbawa
Barat
4 | CV. Harum Manis | Pertambangan | Air Minum Kota
(Netral) Energi Migas Dalam Mataram
Kemasan
5| PT. Narmada Awet | Agroindustri | Air Minum Kab.
Muda Dalam Lombok
Kemasan Barat
6 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kab.
(Persero) Marketing | Energi Migas | Distribusi Lombok
Operation Region V Tengah
DPPU Bandara
Interational Lombok
7 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kota
(Persero) Marketing | Energi Migas | Distribusi Mataram
Operation Region V
TBBM Ampenan
8 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kab.
(Persero) Marketing | Energi Migas | Distribusi Sumbawa
Operation Region V
TBBM Badas
9 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kota Bima
(Persero) Marketing | Energi Migas | Distribusi
Operation Region V
TBBM Bima
10 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kota
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Mataram
Ampenan
11 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kota Bima
Unit Layanan PLTD
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Bima Energi Migas PLTD

12 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Sumbawa
Labuhan Sumbawa

13 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kota Bima
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD
Niu Bima

14 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Lombok
Paok Motong Timur

15| PT. PLN Batam | Pertambangan Energi Kab.
PLTG MPP50 MW | Energi Migas PLTG Lombok
Jeranjang Barat

16 | PT. PLN (Persero) IP | Pertambangan Energi Kota
UJP PLTU Jeranjang | Energi Migas PLTU Mataram

17 | PT. Lombok Energy | Pertambangan Energi Kab.
Dynamics (LED) Energi Migas PLTGU Lombok

Timur

18 | PT. Sukses Mantap | Agroindustri Pabrik Kab. -
Sejahtera *) Gula Dompu

19 | PT. Bima Golden | Pertambangan Energi Kab. -
Powerindo **) Energi Migas PLTD Sumbawa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Catatan
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*) tidak sempat dilakukan inspeksi karena baru diajukan pada APBN

Perubahan dan masa inspeksi lapangan sudah lewat
**) Perusahaan bersangkutan telah berhenti beroperasi saat inspeksi

dilakukan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja
indikator kualitas air yaitu :

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan melalui

kegiatan :

a. Pemantauan

Kualitas

Lingkungan,

dukungan kinerja  meliputi

pemantauan kualitas air sungai 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTB.



b. Pengkajian Dampak Lingkungan, upaya yang dilakukan yaitu penilaian
dokumen  AMDAL/UKL-UPL/SPPL, kunjungan lapangan sebagai
rangkaian proses penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan atau
persetujuan UKL-UPL, monitoring dan evaluasi ke dunia usaha terkait
pelaksanaan izin lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan komisi
penilai AMDAL Provinsi NTB

c. Pengendalian Kerusakan Lingkungan, pelaksanaan kegiatan meliputi
verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta
mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang
lingkungan hidup.

d. Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dinas LHK NTB sebagai
instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi validasi bagi
kab/kota yang menyusun dokumen KLHS

e. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, upaya yang dilakukan antara
lain pelibatan masyarakat melalui program Sekolah Adiwiyata dan
Kampung Iklim

f. Pengelolaan laboratorium lingkungan, penyusunan dokumen mutu
sistem manajemen laboratorium sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan laboratorium lingkungan, pelaksanaan jaminan mutu hasil uji
lab melalui uji profisiensi dan kalibrasi alat laboratorium.
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja indeks kualitas air, dibutuhkan dukungan dari 1 (satu) program yaitu Program
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dianalisis

karena belum tersedianya nilai indeks kualitas air.

Tabel 18. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Keuangan
No Kinerja F::ggi;i:{ Satuan ) g Efisiensi
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %
1 Indeks Pengendalian | Cakupan 10 10 100 1.696.451.500 1.560.675.699 | 92,00 | Efisien
Kualitas Air Pencemaran | lokasi yang
dan dikendalikan
Perusakan kualitas air
Lingkungan | dan udaranya
Hidup (lokasi)
Pemantauan | Jumlah titik 70 70 (60 hasil 100 226.197.000 224.373.000 | 99,19 | Efisien
Kualitas pemantauan sampling
Lingkungan baku mutu pemantauan
udara dan air dan 10
airnya hasil
pemantauan
udara)
Pengendalian | Jumlah kasus | 10 19 190 402.504.000 393.555.771 | 97,78 | Efisien
Kerusakan kerusakan
Lingkungan lingkungan
yang
ditangani
(kasus)
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No

Indikator
Kinerja
Sasaran

Prog_ram/ Satuan Kinerja Keuangan Efisiensi
Kegiatan S— S—
Target | Realisasi % Target Realisasi %

Pengelolaan | Jumlah KLHS | 10 11 110 163.360.000 163.196.059 | 99,90 | Efisien
Kebijakan yang
Lingkungan | divalidasi
Hidup (dokumen)
Peningkatan | Jumlah 300 300 100 118.985.000 118.463.800 | 99,56 | Efisien
Kapasitas masyarakat
Lingkungan yang
Hidup ditingkatkan

kapasitasnya

dalam

pengelolaan

lingkungan

hidup (orang)
Pengkajian Jumlah 10 46 460 109.354.800 109.312.278 | 99.96 | Efisien
Dampak Amdal/UKL-
Lingkungan UPL/DELH/DP

LH yang

dikaji dan

dinilai

(dokumen)
Pengelolaan | Jumlah 5 20 400 530.623.200 507.833.778 | 95.71 | Efisien
laboratorium | parameter
lingkungan yang dapat di

uji di Lab

(parameter)

Jumlah 1 1 100

dokumen

mutu yang

diterbitkan

(dokumen)
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Tabel 19. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Aspek Penggunaan Sumber Daya

Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
No Kinerja Program/ Satuan Wakt
Sasaran Kegiatan Anggaran SDM PeIakZanuaan Sarpras penunjang
1 Indeks Kualitas Pengendalian | Cakupan
Air Pencemaran | lokasi yang
dan dikendalikan
Perusakan kualitas air
Lingkungan | dan udaranya
Hidup (lokasi)
Pemantauan | Jumlah titik sub kegiatan Seksi Pengendalian Pengambilan Sarpras penunjang
Kualitas pemantauan makan minum Pencemaran dan sampel kualitas air | seperti mobil
Lingkungan baku mutu kegiatan Kerusakan sungai dilakukan 2 | operasional khusus
udara dan pemantauan Lingkungan hanya kali dalam seahun, | untuk kebutuhan
airnya kualitas air sungai memiliki 2 orang staf | sesuai dengan sampling belum
dan udara teknis dan 1 orang jadwal tersedia
dihilangkan pada kepala seksi
APBD Perubahan
2019
Pengendalian | Jumlah kasus | Anggaran untuk Seksi Pengendalian Pengaduan/kasus Mobil operasional
Kerusakan kerusakan lomba perlindungan | Kerusakan segara untuk kebutuhan
Lingkungan lingkungan mata air Lingkungan hanya ditindaklanjuti survey lapangan
yang dirasionalisasi saat | memiliki 1 orang staf | setelah ada laooran | belum tersedia
ditangani APBD Perubahan teknis resmi yang masuk
(kasus) 2019 karena tidak ke Dinas LHK
mendukung
pencapaian
indikator kinerja
kegiatan
Pengelolaan | Jumlah KLHS | Honor untuk tim Seksi Penataan pelaksanaan Tim validasi KLHS
Kebijakan yang penyusun dokumen | Lingkungan hanya validasi KLHS beserta sekretariatnya
Lingkungan | divalidasi IKPLHD sebanyak memiliki 1 orang staf | dilaksanakan tepat | telah dibekali
Hidup (dokumen) 15 orang dihapus, teknis waktu sesuai bimbingan teknis dan

disubstitusi dengan

jadwal

kompetensi terkait
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No

Indikator
Kinerja
Sasaran

Aspek Penggunaan Sumber Daya

Prog_ram / Satuan Wakt
Kegiatan Anggaran SDM PeIakZanuaan Sarpras penunjang
menggunakan jasa KLHS
konsultansi dalam
penyusunan
dokumen tersebut
Peningkatan | Jumlah Tidak ada Seksi Pengendalian pelaksanaan Sudah memadai
Kapasitas masyarakat rasionalisasi/efisien | Perubahan Iklim sosialisasi sekolah
Lingkungan yang si anggaran, hanya memiliki 1 adiwiyata
Hidup ditingkatkan 99,56% anggaran orang staf teknis dilaksanakan tepat
kapasitasnya | dapat waktu sesuai
dalam termanfaatkan jadwal dan jumlah
pengelolaan untuk pencapaian peserta sesuai
lingkungan target indikator dengan target
hidup (orang) | kinerja kegiatan
Pengkajian Jumlah Tidak ada Seksi Analisis Pelaksanaan Sudah memadai
Dampak Amdal/UKL- rasionalisasi/efisien | Dampak Lingkungan | kegiatan telah tepat
Lingkungan UPL/DELH/DP | si anggaran, tidak memiliki staf waktu sesuai
LH yang 99,96% anggaran teknis dengan jadwal
dikaji dan dapat
dinilai termanfaatkan
(dokumen) untuk pencapaian
indikator kinerja
yang melebihi
target (46 dokumen
terealisasi dari
target 10 dokumen)
Pengelolaan | Jumlah Anggaran untuk Tenaga analis Pelaksanaan Masih terdapat
laboratorium | parameter Biaya penyusunan terampil yang pengembangan lab | beberapa alat uji yang
lingkungan yang dapat di | dokumen sistem berstatus ASN masih | sudah sesuai belum tersedia
uji di Lab manajemen mutu terbatas dengan rencana
(parameter) yg awalnya akan kerja 5 tahunan,
Jumian dikerjakan secara yatitu sudah

mandiri, kemudian

mampu menguji 20
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No

Indikator
Kinerja
Sasaran

Program/
Kegiatan

Satuan

Aspek Penggunaan Sumber Daya

Waktu .
Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
dokumen pada APBD-P 2019 parameter dan PAD
mutu yang dirasionalisasi dan yang dihasil
diterbitkan dikerjakan oleh melebihi target
(dokumen) tenaga ahli dengan

biaya yang lebih
murah

Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi target kinerja dan anggaran, dapat ditarik
asumsi bahwa pencapaian berbagai kinerja kegiatan di atas akan menunjang pada pencapaian peningkatan nilai IKA
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2.1.2 Indeks Kualitas Udara

Target : 88,45
Realisasi : NA
Uraian

Capaian Kinerja Tahun 2019

Parameter selanjutnya adalah Kualitas udara yaitu parameter yang
menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat
untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan
cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh
masyarakat. Pemantauan dilaksanakan menggunakan metode passive
sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan
Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2.

Tabel 20. Data Kondisi Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)

NILAI INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Kualitas 92,27 81,2 88,02 87,17 NA
Udara

Untuk Tahun 2019, nilai IKU hasil dari pengolahan data passive sampler
belum tersedia. Umumnya, data tersebut akan tersedia pada pertengahan
Tahun 2020. Mengacu pada data nilai IKU Tahun 2018, maka nilai IKU di
Tahun 2019 akan tetap berada pada kriteria Baik (di atas 80)

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Dari data yang ada terlihat penurunan nilai indeks kualitas udara dari Tahun
2017 ke 2018 sebesar 0.85 poin. Faktor penurunan nilai indeks udara belum
pernah diidentifikasi, namun jika melihat kondisi lingkungan saat ini,
penyebabnya ialah terkait maraknya kebakaran hutan dan lahan serta
kurangnya pelayanan transportasi umum perkotaan yang memicu
peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Untuk pencapaian nilai IKU 2019,
terdapat beberapa upaya antara lain monitoring dan evaluasi ke dunia usaha
terkait pelaksanaan izin lingkungan dan pembinaan serta pengawasan
terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER.
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan data IKU secara Nasional, nilai IKU Provinsi NTB
untuk Tahun 2018 lebih rendah 3,57 poin. Namun untuk Tahun 2019, belum
dapat diperbandingkan karena data hasil pengolahan passive sampler belum
dipublikasikan oleh Pusdatin KLHK.

Tabel 21. Perbandingan Nilai IKU NTB dengan IKU Nasional
Aspek 2015 2016 2017 2018 2019
Nas | NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB | NTB
83,84 | 92,27 | 81,61 | 81,20 | 87,03 |88,02 | 84,74 | 81,17 | NA

IKU

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi
yang telah dilakukan

Pada tahun 2019 Kementerian LHK memfasilitasi penuh kegiatan pemantauan
kualitas udara di 10 kab/kota se-NTB. Pemantauan kualitas udara dilakukan
di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di
NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu
pemukiman dan perkantoran/perdagangan.

Pemantauan kualitas udara ini menggunakan passive sampler yang terpasang
di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari
tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuiji.
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Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha
melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan
kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat
terhadap : (1) titik penaatan pemantauan, (2) pelaporan, (3), parameter
baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, (4) pemenuhan baku
mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang
dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran
kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban
lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian
emisi udara manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL
kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian
LHK. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PROPER, Sebanyak 19 perusahaan
yang dievaluasi, sebanyak 15 perusahaan sudah taat, 2 perusahaan lainnya
masih perlu penyempurnaan dalam upaya-upayanya, 1 perusahaan tidak
sempat dilakukan inspeksi karena baru diajukan pada APBN Perubahan dan
masa inspeksi lapangan sudah lewat, dan 1 perusahaan sisanya telah
berhenti beroperasi saat inspeksi dilakukan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2019 tidak ada program/kegiatan yang khusus menganggarkan
untuk peningkatan nilai indeks kualitas udara. Untuk pengambilan sampel
kualitas udara ambien di 10 kab/kota, sepenuhnya difasilitasi oleh
program/kegiatan Kementerian LHK. Terdapat pula beberapa program/kegiatan
melalui APBD Dinas LHK dan APBN yang menunjang pelaksanaan pencapaian
target kinerja indeks kualitas udara yaitu :

a. Pengkajian Dampak Lingkungan, upaya yang dilakukan yaitu penilaian
dokumen  AMDAL/UKL-UPL/SPPL, kunjungan lapangan sebagai
rangkaian proses penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan atau
persetujuan UKL-UPL, monitoring dan evaluasi ke dunia usaha terkait
pelaksanaan izin lingkungan

b. Monitoring dan evaluasi PROPER kepada pelaku usaha, Dinas LHK NTB
melakukan pembinaan dan penilaian atas kepatuhan pelaku usaha
untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan LH (air/limbah cair, udara,
dan limbah B3)
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja indeks kualitas udara, dibutuhkan dukungan dari 1 (satu) program yaitu
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Namun, tidak ada slot anggaran khusus dari APBD
untuk mendukung pemantauan kualitas udara. Dana APBD dan APBN Dinas LHK mendukung kegiatan-kegiatan yang secara
tidak langsung turut menjadi upaya dalam pencapaian indeks kualitas udara.

Tabel 22. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Udara

Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
No Kinerja Program/ Satuan Wakt
Sasaran Kegiatan Anggaran SDM Pelakasanuaan Sarpras penunjang
1 Indeks Kualitas Pengendalian | Jumlah Tidak ada Seksi Analisis Pelaksanaan Sudah memadai
Udara Pencemaran | Amdal/UKL- rasionalisasi/efisien | Dampak Lingkungan | kegiatan telah tepat
dan UPL/DELH/DP | si anggaran, tidak memiliki staf waktu sesuai
Perusakan LH yang 99,96% anggaran teknis dengan jadwal
Lingkungan dikaji dan dapat
Hidup / | dinilai termanfaatkan
Pengkajian (dokumen) untuk pencapaian
Dampak indikator kinerja
Lingkungan yang melebihi
target (46 dokumen
terealisasi dari
target 10 dokumen)
Pembinaan Jumlah Anggaran yang Evaluasi PROPER Pelaksanaan Sudah memadai
Kinerja perusahaan terealisasi sebesar | dilakukan oleh staf kegiatan telah tepat
Pengelolaan | yang 85.21%, realisasi ASN teknis yang waktu sesuai
Industri dievaluasi fisik yang sudah kompeten dengan jadwal
(APBN) melalui dilaksanakan
PROPER sebesar 100%

Analisis diatas menjelaskan bahwa dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan, bahwa dalam pencapaian nilai IKU

Tahun 2019 telah dilakukan koordinasi intensif sehingga nilai IKU NTB diperkirakan tetap dalam kriteria “Baik”
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2.1.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Target : 60,03
Realisasi : NA
Uraian :

Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam
metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator
yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode
perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan menambahkan
tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan,
sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan),
ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati
(0,6 dari tutupan hutan).

Untuk Tahun 2019, nilai IKTL belum dipublikasikan oleh Kementerian LHK.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Nilai IKTL Provinsi NTB untuk Tahun 2018 sebesar 66,56 Nilai ini terlihat
meningkat 5.29 poin jika dibandingkan dengan nilai IKTL 2017. Untuk Tahun
2019, nilai IKTL belum dapat diperbandingkan karena belum dipublikasikan
secara resmi oleh Kementerian LHK. Namun, jika mengacu pada nilai IKTL
beberapa tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya peningkatan nilai dari
tahun 2017 ke Tahun 2018, diperkirakan nilai IKTL untuk Tahun 2019 akan
tetap berada di atas nilai 60

Tabel 23. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2015-2019

NILAI
INDIKATOR

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks Kualitas 60,54 60,03 61,27 66,56 NA
Tutupan Lahan

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di
atas 60 dari Tahun 2015. Nilai IKTL Tahun 2018 lebih tinggi 5,53 poin
dibandingkan dengan IKTL Nasional. Hal ini berarti secara umum, kondisi
tutupan lahan di NTB lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas tutupan
secara umum di Indonesia.
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Tabel 24. Perbandingan Nilai IKTL NTB dengan IKTL Nasional

Aspek 2015 2016 2017 2018 2019
Nas | NTB | Nas | NTB | Nas | NTB | Nas | NTB | NTB
58,3 | 60,54 | 57,83 | 60,03 | 56,88 | 61,27 | 61,03 | 66,56 | NA

IKU

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang
telah dilakukan

Untuk IKTL tahun 2018, berdasarkan dari hasil publikasi resmi melalui laporan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018 bahwa nilai IKTL NTB
Tahun 2018 adalah sebesar 61,27 atau meningkat 5,29 poin dari tahun
sebelumnya. Nilainya berasal dari hasil penafsiran dari citra landsat yang
dilakukan oleh Kementerian LHK sebagai gambaran kondisi alih fungsi lahan di
beberapa wilayah hutan NTB. Sebagai informasi, tutupan hutan dalam kurun
waktu 2014-2015 turun sebesar 1,29% atau 10.832 ha. Sawah dan
permukiman semakin luas, sementara penutupan lahan terus berkurang.

Adapun beberapa upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan
Lahan antara lain :

v" Penanaman di dalam dan luar kawasan hutan

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di
Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan
dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau
rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan
hutan vyang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara
partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong
diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di
pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi,
menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan
global.

Pada tahun 2019, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 9.791,29 ha
melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Berikut rincian luas areal
kegiatan RHL tahun 2019 yang bersumber dari APBD dan APBN dengan
total luasan 9.791,29 ha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Rincian luas areal kegiatan RHL vegetatif Tahun 2019

No Balai Luas (Ha) Kegiatan Jenis Tanaman
1 Balai Tahura 8 Bibit bakti sosial Durian kane,
Nuraksa bambu
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No Balai Luas (Ha) Kegiatan Jenis Tanaman
Pembuatan kebun sKae\llf:g:;:g,’c
BKPH Rinjani Barat bibit rakyat dan o
2 251,04 S nangka, srikaya
Pelangan Tastura pembagian bibit ke . .
rovi, melinjo,
sekolah,
kayu-kayuan
Demplot tumpang sari,
BKPH Ampan agroforestr dan tanaman hutan,
3 |0 Pand | 170 9 4 MPTS, dan benih
Riwo Soromandi pembuatan
tanaman produktif tanaman
bersertifikat
Durian, mahoni,
4 BKPH Tambora 300 Pgmbuatan kebun sengon, jambu,
bibit rakyat
mente
Kemiri, mahoni,
nangka, jati,
Demplot kunyit, jambu
5 BKPH Maria 140.26 agroforestry  dan | mete, sirsak,
Donggo Massa ! pembagian bibit ke | Kelengkeng,
sekolah sawo, coklat,
nangka, srikaya
rovi, melinjo
Pembuatan Hutan
Rakyat,
. Pembuatan Kebun | nangka, sengon
6 B!( PH Rinjan 140 Bibit Rakyat, | laut, alpukat,
Timur . . .
Pemeliharaan gmelina, mahoni
Tanaman (P1)
Hutan Produksi,
. Pembuatan kebun Kelengkeng,
BKPH Sejorong o sawo, coklat,
7 Mataiyan Bran 250,52 bibit ~ rakyat ~ dan nangka, srikaya
yang g ! pembagian bibit ke 9k, sriay
rea rovi, melinjo,
sekolah _
sengon, mahoni
Kelengkeng,
BKPH Pucak Pgmbuatan kebun | sawo, cokl.at,
bibit rakyat dan | nangka, srikaya
8 Ngengas Batu 250,52 . - . e
pembagian bibit ke | rovi, melinjo, jati,
Lanteh .
sekolah mahoni, sengon,
gmelina, nangka
9 BKPH Orong Telu 150 Pembuatan kebun | Jati, mahoni,
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No Balai Luas (Ha) Kegiatan Jenis Tanaman
Brang Beh bibit rakyat sengon, trembesi,
nangka
Jati, gmelina,
P k
10 | BKPH Ropang 250 .erpbuatan ebun sengon solomon,
bibit rakyat -
kemiri
BKPH Toffo Pajo Demplot Kemiri, jabon,
11 | Madapangga 190 agroforestry, srikaya, sengon,
Rompu Waworada kebun bibit rakyat | gmelina
BKPH Ampang Pembuatan kebun | jati, mahoni,
12 330 o
Plampang bibit rakyat sengon, lamtoro
TOTAL 2.430,34

Tabel. 26. Rincian pelaksanaan penanaman RHL tahun 2019 melalui sumber

APBN
No Lokasi Luasan (Ha) Jenis Kegiatan
1. | BKPH Rinjani Barat
Pelangan Tagtura 608 Agroforestry
2. ggfol-rlnancA"mpang Riwo 949 Agroforestry
3. | BKPH Tambora 543 Agroforestry
4. |BKPH Maria Donggo 300 Intensif
Massa
5. | Kabupaten Lombok 1.021 Pengadaan bibit permanen
Timur untuk masyarakat
6. | Kabupaten Dompu 1.875 Pengadaan bibit permanen
untuk masyarakat
7. | Kota Mataram 97,5 Pengadaan bibit permanen
untuk masyarakat
8. | TN Tambora 700 Pengadaan bibit permanen
untuk masyarakat
JUMLAH 6.093,5

Selain kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBD
dan APBN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berkolaborasi
dengan pihak swasta lainnya melalui pelaksanaan kewajiban RHL oleh para
pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang ada di NTB, sehingga secara
keseluruhan, kegiatan RHL di Provinsi NTB sebagaimana tabel di bawah ini
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Tabel 27. Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2019

No Pelaksana Luas (Ha) Kegiatan

Pembuatan Hutan Rakyat,
Pembuatan Kebun Bibit Rakyat,
Pemeliharaan Tanaman (P1)
2.430,34 | Hutan Produksi, Bibit Bakti
Sosial, Demplot Agroforestry,
pembuatan tanaman produktif,
dan pembagian bibit ke sekolah

Dinas LHK (APBD
Provinsi NTB)

2 BPDAS Dodokan 6.093,5 Agroforestry, intensif, dan
Moyosari (APBN) Pengadaan bibit permanen untuk
masyarakat

3 Pihak Lainnya :
a. IPPKH PT. PLN

13 | Penanaman RHL

Persero

b. PT. Amman Mineral 1.000 | Penanaman RHL
c. IPPKH PT. Sumbawa 100 | Penanaman RHL
Juta Raya

d. IPPKH Bupati
Sumbawa Barat untuk
Bendungan Bintang
Bango

e. IPPKH Bupati Dompu 114,45 | Penanaman RHL
untuk Dam Tanju

40 | Penanaman RHL

JUMLAH 9.791,29

Selain melakukan kegiatan penanaman, Dinas LHK telah melaksanakan
identifikasi/groundcheck lapangan ke 11 unit KPH dan 1 unit Tahura dalam
rangka penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-
RHL). Dokumen ini berisi rencana penanaman, baik luasan, lokasi, jumlah
bibit, dan jenis bibit yang akan ditanam di tahun 2020. Upaya lainnya dalam
rangka mendukung program unggulan NTB Hijau ialah sosialisasi RHL kepada
450 siswa tingkat SMA/SMK di 18 sekolah se-NTB. Materi sosialisasi yang
disampaikan antara lain terkait kegiatan penanaman sebagai upaya untuk
menjaga kelestarian hutan.

Upaya lainnya dalam rangka mendukung Indeks Kualitas Tutupan lahan
dilakukan melalui rehabilitasi daerah tangkapan air dengan pembuatan
bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air
dari di sekitar daerah tangkapan atau sebagai bangunan pengendali erosi,
sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara
optimal. Pada tahun 2019, telah dibangun bangunan sipil teknis berupa 30
unit DAM Penahan, 61 unit sumur resapan dan 39 unit Gully Plug di beberapa
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wilayah KPH NTB melalui sumber dana DAK. Berikut disajikan tabel rincian
pembangunan sipil teknis dengan alokasi APBD dan APBN Tahun 2019.

Tabel 28. Rincian pembangunan sipil teknis dengan alokasi APBD Tahun 2019

N Balai Jenis Volume/Satuan Lokasi
o kegiatan
1 | Tahura Nuraksa DAM 2 Unit Desa Lebah Sempage Kec
Penahan Narmada Kab Lombok Barat
2 | Brang Beh DAM 2 Unit Desa Lenangguar Kec
Penahan Lenangguar Kab Sumbawa
2 Unit Desa Perung Kec Lunyuk Kab
Sumbawa
Gully Plug 2 Unit Desa Emang Lestari Kec
Lunyuk Kab Sumbawa
2 Unit Desa Lunyuk Ode Kec
Lunyuk Kab Sumbawa
Sumur 5 Unit Desa Emang Lestari Kec
Resapan Lunyuk Kab Sumbawa
5 Unit Desa Kelawis Kec Orong Telu
Kab Sumbawa
5 Unit Desa Teladan Kec Orong
Telu Kab Sumbawa
5 Unit Desa Sebeok Kec Orong Telu
Kab Sumbawa
5 Unit Desa Ledang Kec
Lenangguar Kab Sumbawa
3 | Sejorong DAM 2 Unit Desa Sekongkang Atas Kec
Mataiyang Penahan Sekongkang Kabupaten
Sumbawa Barat
4 | Toffo Pajo DAM 2 Unit Desa Mangge Asi Kec Dompu
Soromandi Penahan Kab Dompu
2 Unit Desa Monggo Kec
Madapangga Kab Bima
2 Unit Desa Keli Kec Woha Kab
Bima
2 Unit Desa Pandai Kec Belo Kab
Bima
2 Unit Desa Simpasai Kec Monta
Kab Bima
Gully Plug 2 Unit Desa Mangge Nae Kec
Dompu Kab Dompu
2 Unit Desa Dorebara Kec Dompu
Kab Dompu
2 Unit Desa Lepadi Kec Pajo Kab
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N Balai Jenis Volume/Satuan Lokasi
o kegiatan
Dompu
2 Unit Desa Cempi Jaya Kec Hu'u
Kab Dompu
2 Unit Desa Campa Kec
Madapangga Kab Bima
2 Unit Desa Woro Kec Madapangga
Kab Bima
2 Unit Desa Samili Kec Woha Kab
Bima
2 Unit Desa Ncera Kec Belo Kab
Bima
2 Unit Desa Tangga Kec Monta Kab
Bima
2 Unit Desa Sie Kec Monta Kab
Bima
Sumur 4 Unit Desa Lepadi Kec Pajo Kab
Resapan Dompu
4 Unit Desa Cempi Jaya Kec Hu'u
Kab Dompu
4 Unit Desa Woro Kec Madapangga
Kab Bima
4 Unit Desa Tangga Kec Monta Kab
Bima
5 | Ampang Riwo DAM 2 Unit Desa Tolongggeru Kec
Penahan Donggo Kab Bima
2 Unit Desa Banggo Kec
Manggalewa Kab Dompu
2 Unit Desa Nangatumpu Kec
Manggalewa Kab Dompu
Gully Plug 2 Unit Desa Tolongggeru Kec
Donggo Kab Bima
2 Unit Desa Banggo Kec
Manggalewa Kab Dompu
2 Unit Desa Nangatumpu Kec
Manggalewa Kab Dompu
6 | Rinjani Timur DAM 2 Unit Desa Gunung Malang Kec
Penahan Pringgabaya Kab Lombok
Timur
2 Unit Desa Belanting Kec Sambelia
Kab Lombok Timur
2 Unit Desa Sekaroh Kec Jerowaru
Kab Lombok Timur
Gully Plug 3 Unit Desa Gunung Malang Kec
Pringgabaya Kab Lombok
Timur
2 Unit Desa Belanting Kec Sambelia
Kab Lombok Timur




N Balai Jenis Volume/Satuan Lokasi
o kegiatan
2 Unit Desa Sambelia Kec Sambelia
Kab Lombok Timur
2 Unit Desa Sekaroh Kec Jerowaru
Kab Lombok Timur
Sumur 5 Unit Desa Sembalun Bumbung
Resapan Kec Sembalun Kab Lombok
Timur
5 Unit Desa Gunung Malang Kec
Pringgabaya Kab Lombok
Timur
5 Unit Desa Perigi Kec Suela Kab
Lombok Timur
5 Unit Desa Suela Kec Suela Kab
Lombok Timur
Total Bangunan :
- Sumur Resapan Air (SRA) 61 Unit
- DAM Penahan (DPN) 30 Unit
- Gully Plug (GP) 39 Unit
JUMLAH 130 Unit

Selain pembangunan fisik KTA yang dilaksanakan oleh balai, Dinas LHK
NTB melaksanakan kegiatan monitoring dan fasilitasi perencanaan sebanyak
47 unit KTA di beberapa KPH, diantaranya berlokasi di KPH Sejorong
Mataiyang, KPH Brang Beh, dan KPH Ampang Riwo. Di samping itu, untuk
memperkuat kompetensi SDM khususnya dalam rangka rehabilitasi lahan baik
secara vegetatif maupun sipil teknis, maka dilaksanakan pelatihan
pengelolaan DAS Provinsi NTB lintas OPD dan sosialisasi pengelolaan DAS
untuk seluruh KPH dan Tahura. Pelatihan pengelolaan DAS bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai khususnya dalam rangka rehabilitasi lahan baik secara
vegetative maupun sipil teknis.

Pengelolaan DAS tidak hanya bertumpu pada pengelolaan biofisik, tapi
juga berkaitan dengn aspek sosial ekonomi. Tiga hal yang selalu menjadi
barometer pengelolaan DAS, yaitu sehat kawasan, sehat kelembagaan, dan
sehat usaha masyarakat. Beragam skema pengelolaan hutan bersama
masyarakat, pada  prinsipnya  menerapkan  sistem  agroforestry,
mengkombinasikan beragam tanaman pada satu unit lahan. Penerapan
sistem agroforestry yang baik dapat memberikan manfaat baik secara
ekonomi maupun lingkungan bagi masyarakat.

Dinas LHK telah melaksanakan pembinaan dan monitoring kelompok
sebanyak 87 kelompok di KPH se-NTB. Pencapaian lainnya ialah terbentuknya
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1 (satu) kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) di Desa
Lantan Kec Batukliang Utara Kab Lombok Tengah, dan 3 (tiga) Kelompok
Usaha Produktif (KUP) yang berlokasi di :

1. Desa Kuripan Selatan Kec Kuripan Kab Lombok Barat,
2. Desa Batu Putih Kec Sekotong Tengah Kab Lombok Barat
3. Desa Riamau Kec Wawo Kab Bima.
Kriteria pembentukan kelompok SPKP dan KUP tersebut yaitu kelompok
tersebut sudah menjadi kelompok kelas Madya sesuai dengan PermenLHK
Nomor P.89/2018

Program pemberdayaan masyarakat lainnya ialah program Perhutanan Sosial
(PS) vyang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan melalui tiga pilar : lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya
manusia. Di Provinsi NTB program PS dijalankan dalam 3 skema yaitu Hutan
Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, dan Kemitraaan
Kehutanan. Kondisinya sampai dengan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 29. Kondisi Perhutanan Sosial NTB

1 Hutan Tanaman 3.152,88 2.916
Rakyat

2 Hutan 24.271,60 22.223
Kemasyarakatan

3 Kemitraaan 15.571 9.240
Kehutanan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Upaya lainnya dalam rangka perlindungan hutan dan mempertahankan
tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan
hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE),
serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Operasi pengamanan hutan dilaksanakan di areal hutan seluas 243.468
hektar (capaian kinerja sebesar 101.17% dari target 240.655 Ha) pada Tahun
2019. Operasi ini dilakukan untuk menekan upaya illegal logging dan
pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan
hutan. Terkait dengan ketersediaan SDM, kondisi tenaga pengamanan hutan
tahun 2019 berjumlah 558 orang, hanya bertambah 6 orang dari tahun 2018
dan kondisi tersebut belum dapat mencapai jumlah SDM ideal untuk
pengamanan hutan.
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Tabel 30. Ketersediaan SDM Pengamanan Hutan

. Rencana pencapaian kebutuhan
Bazsoejl.lsne Kel;:tulran Gap ideal (orang/tahun)

ea 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 | 2023

552 1802 1250 250 250 250 250 250

Selain itu juga dilakukan koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap
informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya
atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya
perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan
menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan
harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di
tingkat lapangan.

Selain itu, Dinas LHK NTB melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2019 yang terdiri dari
Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh
Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak
yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke
tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut di atas, Dinas LHK NTB juga
membentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun
2019 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa
kabupaten. Dalam kegiatan ini juga dialokasikan anggaran untuk pelatihan
menembak di MAKO BRIMOB Polda NTB, pelaksanaan psikotes bagi 70 orang
polisi kehutanan, pengurusan 72 buah buku pas senjata api dan 72 SIM
senjata api.

Selanjutnya, penanganan tindak pidana kehutanan secara tuntas juga
dilaksanakan oleh Dinas LHK. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang
dapat tertangani di tahun 2019 sebanyak 11 kasus, 9 diantaranya telah
lengkap berkas P.21. Beberapa barang bukti yang diamankan antara lain
kayu hutan berbagai jenis, mesin chainsaw, truk box, dan pick up.

Kegiatan lainnya yaitu dalam rangka konservasi sumber daya alam dan
ekosistem, Dinas LHK melakukan serangkaian upaya terdiri atas :

a. Pendataan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati NTB
di 11 unit KPH dan 1 unit Tahura

b. Pendataan dan pembinaan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Non
Appendix serta ketersediaannya dalam rangka perlindungan
kelestarian TSL di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur

c. Koordinasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE) Koridor
Penyu di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kota
Mataram
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d. Pengembangan SAMOTA sebagai jaringan cagar biosfer dunia

e. Koordinasi pengumpulan data dan informasi pendukung RAD-GRK
sektor kehutanan

f. Persiapan kegiatan SeaBRNet 2020

Terkait dengan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
(karhutla), Dinas LHK NTB melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. sosialisasi karhutla kepada seluruh unit KPH dan Tahura

2. pemenuhan kebutuhan sarpras pencegahan dan pengendalian
karhutla, masing-masing sebanyak 12 unit dan 3 unit, dan telah
terdistribusi untuk KPH dan Tahura

3. Pencegahan dan pengendalian 286 titik yang tersebar di 11 KPH
dan Tahura

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja indeks
tutupan hutan yaitu :

a. Program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial

= Rehabilitasi hutan dan lahan: identifikasi lapangan dalam rangka
penyusunan RTn-RHL, sosialisasi RHL ke SMA/SMK, monev
kegiatan RHL, penanaman luar dan dalam kawasan seluas
9.791,28 Ha, pembangunan KTA sebanyak 120 unit

= Pengelolaan DAS : Pelatihan Pengelolaan DAS, sosialisasi
pengelolaan DAS, monev dan fasilitasi perencanaan 47 unit KTA

= Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat: monitoring dan
pembinaan 87 KTH

b. Program Pengelolaan Hutan

= Perencanaan dan Tata Hutan : fasilitasi penyusunan 8 dokumen
RPHJP, sosialisasi tata batas kawasan hutan

» Pengembangan usaha kehutanan : fasiltasi pengembangan
kelompok usaha kehutanan

= Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan : 7 unit
usaha kehutanan yang telah melaksanakan penatausahaan hasil
hutan secara tertib
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c. Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem

= Pencegahan dan pengamanan hutan : operasi pengamanan
hutan di 11 KPH dan Tahura

= Penegakan hukum : penyelesaian tindak pidana kehutanan
sebanyak 8 kasus

= Konservasi Sumber Daya Alam Hayati : fasilitasi pembentukan
KEE di Kab Lombok Utara, Kab Sumbawa, dan Kota Mataram

= Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan, dibutuhkan dukungan dari 3 program yaitu
Program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial, Program Pengelolaan Hutan, dan Program Perlindungan Hutan,
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui capaian kinerja per
kegiatan

Tabel 31. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan

Anggaran

Indikator Program Kinerja Keuangan Efisiensi
No | Kinerja g Satuan

Sasaran /Kegiatan isasi o isasi o

Target | Realisasi /o Target Realisasi /o

1 Indeks Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial

Kualitas

Tutupan

Lahan

- Rehabilitasi Lokasi areal RHL 12 12 100 270.075.000 253.801.400 | 93,97 | Efisien
hutan dan lahan | yang dimonev dan
kritis (Dinas difasilitasi
LHK induk) perencanaannya

(lokasi)

- Rehabilitasi Luas areal yang 3.000 2.430,34 | 81.01 5.262.640.712 5.117.176.887 | 97,24 | Efisien,
hutan dan lahan | ditanami (hektar) karena
kritis (KPH dan terdapat
Tahura) RHL  dari

dana APBN
dan
dukungan
pihak Ilain,
sehingga
total RHL
seluas
9.791,29
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Indikator Program Kinerja Keuangan Efisiensi
No | Kinerja d Satuan
/Kegiatan S— S—
Sasaran Target | Realisasi | % Target Realisasi %
(326%)
- Pengelolaan Jumlah bangunan 40 47 117,5 208.826.140 199.918.165 | 95,73 | Efisien
DAS (Dinas LHK | KTA yang
induk) dimonev dan
difasilitasi
perencanaannya
(unit)
- Pengelolaan Jumlah bangunan 73 130 178,08 1.370.392.340 1.293.299.980 | 94,37 | Efisien
DAS (KPH dan KTA yang dibuat
Tahura) (unit)
- Penyuluhan dan | Jumlah kelompok 30 87 290 1.025.051.100 892.248.043 | 87,04 | Efisien
Pemberdayaan | perhutanan sosial
Masyarakat yang difasilitasi
pembentukannya
(kelompok)
Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Pencegahan Jumlah unit 12 12 100 656.196.413 615.535.743 93,80 | Efisien
dan pengelolaan hutan
Pengamanan yang difasilitasi
Hutan (Dinas pencegahan dan
LHK induk) pengamanan
hutan (unit)
- Pencegahan Luas hutan yang | 240.655 | 243.468 | 101,17 14.671.896.170 | 14.434.825.933 98,38 | Efisien
dan dilindungi (hektar)
Pengamanan
Hutan (KPH dan
Tahura)
- Penegakan Jumlah 10 11 110 281.773.100 271.145.850 96,23 | Efisien
Hukum penyelesaian
kasus Tipihut
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Indikator

No | Kinerja Prog_ram Satuan Kinerja Keuangan Efisiensi
/Kegiatan S— S—
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %
sampai P21
(kasus)
- Konservasi dan | Jumlah KEE yang 2 3 150 129.246.000 128.983.700 99,80 | Efisien
Sumber  Daya | memiliki lembaga
Alam Hayati yang difasilitasi
pembentukannya
(unit)
- Pencegahan Jumlah unit 12 12 100 549,042,100 545,518,738 99,36 | Efisien
dan pengelolaan hutan
Pengendalian yang difasilitasi
Kebakaran penanganan
Hutan dan karhutla (unit)
Lahan (Dinas
LHK induk)
- Pencegahan Jumlah titik api 94 286 304,25 711.133.300 685.528.900 96,40 | Efisien
dan yang dikendalikan
Pengendalian (lokasi)
Kebakaran
Hutan dan
Lahan (KPH dan
Tahura)
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Tabel 32. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Penggunaan Sumber Daya

Indikator Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
No Kinerja Program Kinerja Waktu :
Sasaran Kegiatan Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
1 Indeks Kualitas | Rehabilitasi, | Persentase Terdapat efisiensi Penanaman
Tutupan Lahan | Kerjasama, desa sekitar anggaran dalam dilaksanakan di akhir
dan hutan yang rangka penanaman tahun bertepatan
Perhutanan diberdayakan | yang awalnya dengan musim hujan
Sosial berbasis menggunakan jasa
perhutanan buruh penanaman,
sosial saat APBD
pesertze | Pl 2019
hias lahan | dirubah bentuk
kritis kegla_ltaljnya
menjadi
penyediaan bibit
tanaman yang
dibagikan kepada
masyarakat.
Perlindungan | Rasio Sebagian besar Kondisi tenaga Pengamanan hutan Belum seluruh tenaga
Hutan, Kemampuan | anggaran pengamanan hutan | dilaksanakan 7 pengamanan hutan
Konservasi perlindungan | pengamanan hutan | di seluruh KPH dan | hari/24 jam, dengan | dibekali dengan alat-
Sumber hutan masih teralokasi Tahura masih jauh | melakukan kolaborasi | alat perlindungan diri
Daya Alam untuk gaji tenaga dari kondisi ideal, intensif antar KPH, saat di lapangan
dan pengamanan hutan | hanya 558 orang pengamanan hutan
Ekosistem dari kondisi ideal parsitipatif dari
1.802 orang berbagai
stakeholders
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Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi
target kinerja dan anggaran per kegiatan serta penggunaan sumber daya,
dapat ditarik asumsi bahwa pencapaian berbagai kinerja kegiatan di atas
akan menunjang pada pencapaian peningkatan nilai Indeks Kualitas Tutupan
Lahan

2.14 Neraca Pengelolaan Sampah

Target : 60%
Realisasi : NA
Uraian :

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara
Barat adalah besarnya angka timbulan sampah yang tidak sebanding dengan
kapasitas penanganannya. Sebagai contoh di Kota Mataram jumlah infrastruktur
yang ada hanya dapat mencover sekitar 70% dari total sampah yang dihasilkan,
sisanya 30% tentunya menjadi permasalahan yang harus kita jawab bersama.
Selain itu belum optimalnya peranserta masyarakat dalam upaya pengelolaan
sampah, turut menyebabkan kompleksnya permasalahan sampah di Provinsi
NTB.

Untuk itu dilakukan upaya penanganan dua arah yang pertama melalui upaya
peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem penanganan sampah dari TPS
hingga di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang kedua adalah upaya
pengurangan jumlah timbulan sampah melalui pengelolaan sampah secara
intensif dari sumber timbulan sampah, sehingga diharapkan jumlah sampah yang
tidak dapat terangkut dapat mencapai tingkat minimum atau bahkan nol (zero
waste).

Terkait dengan upaya pengurangan jumlah timbulan sampah dari sumbernya,
pemerintah provinsi NTB melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang diharapkan dapat menjadi
solusi bagi penurunan jumlah timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA.Agar
program ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal dari berbagai
aspek, perlu dibangun koordinasi yang saling bersinergi antara parapihak untuk
ambil bagian dalam upaya pengelolaan sampah berdasarkan perananan dan
fungsi masing-masing.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
Sampah Rumah Tangga, bahwa pemerintah mendorong upaya pengelolaan
sampah organik melalui komposting dan sampah non organik melalui bank
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sampah. Kedua kegiatan ini perlu dimasifkan dengan membentuk kelompok-
kelompok pengelola sampah di masyarakat agar sampah sebanyak mungkin
dapat diselesaikan di sumbernya dan hanya tersisa sedikit residu untuk diangkut
ke TPA.

Dalam rangka mewujudkan hal diatas, Dinas LHK melaksanakan kegiatan bimtek
kepada kelompok pengelola persampahan. Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk
meningkatkan SDM masyarakat desa dalam mengelola sampah dengan metoda
3R (Reduce, Reuse dan Recycle); memberikan penguatan teknis dalam mengolah
sampah organik yang diintegrasikan dengan kegiatan pertanian dan sampah
anorganik melalui bank sampah; mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah;
serta mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kreatif
berbasis bank sampah.

Capaian Kinerja Tahun 2019

Penganggaran untuk mendukung NTB Zero Waste tahun 2019 dirahkan untuk
pembinaan kelompok bank sampah, pembentukan bank sampah induk regional
dan induk, penguatan sarpras bank sampah, dan sarpras yang digunakan untuk
operasional TPA Kebon Kongok dan unit BSF Lingsar. Dalam RPIMD telah
tertuang indikator kinerja untuk mendukung salah satu visi misi Gubernur NTB di
atas, yaitu Neraca Pengelolaan Sampah (%). Target untuk tahun 2019 adalah
sebesar 60%. Untuk mendapatkan nilai neraca pengelolaan sampah Provinsi
NTB, dibutuhkan perhitungan neraca yang disesuaikan dengan potensi timbulan
sampah, jumlah pengurangan sampah, dan jumlah penanganan sampah masing-
masing kab/kota. Jumlah pengurangan sampah adalah total perhitungan
pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah termanfaatkan di sumber
sampah, dan jumlah sampah didaur ulang di sumber. Sedangkan untuk jumlah
penanganan sampah didapatkan dari perhitungan pemilahan/pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Untuk mencapai tujuan NTB Zero Waste 2023, secara umum pengelolaan sampah
dibagi menjadi 2 strategi yaitu Pengurangan dan Penanganan. Kegiatan
pengurangan menitikberatkan pada peran masyarakat/kelompok dalam mengelola
sampah, sedangkan kegiatan penanganan melalui optimalisasi (efisiensi dan
efektifitas) sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh pemerintah. Dinas LHK
NTB melakukan pembinaan terhadap 50 unit bank sampah. Pembinaan
dilaksanakan di 10 kab/kota se-NTB, dengan bank sampah unit terbanyak di
Kabupaten Lombok Timur (8 unit Bank Sampah).

61| LAKIP Tahun 2019



Upaya penyadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga dilaksanakan
melalui kegiatan workshop pengembangan bank sampah pada bulan November
2019. Fokus kegiatan ini ialah peningkatan peran serta bank sampah dalam
mewujudkan NTB Bebas Sampah 2023 dan mensinergikan semua pihak yang
terllibat dalam pengelolaan sampah di Provinsi NTB.

Di samping itu, dalam hal pengembangan sarpras persampahan, Dinas LHK NTB
memberikan hibah bantuan sarpras kepada 74 unit bank sampah di 10 kab/kota
se-NTB. Bantuan yang diberikan antara lain peralatan pendukung sarpras bank
sampah (gudang unit bank sampah, gerobak angkut sampah, karung, timbangan).
Bantuan kendaraan roda tiga juga diberikan kepada 5 (lima) Kelompok Masyarakat
Peduli Sampah.

Pengembangan sarpras persampahan yang ditujukan untuk Bank Sampah Induk
(BSI) adalah berupa bantuan peralatan berupa mesin press kardus dan gudang,
serta kendaraan roda tiga. Sedangkan untuk Bank Sampah Induk Regional sarpras
yang diberikan antara lain berupa bantuan mesin cacah sampah, alat pembuat
paving block, kendaraan roda tiga, dan kendaraan roda empat/truk. Terdapat juga
bantuan persampahan untuk lembaga pendidikan di Pulau Lombok dan Sumbawa,
kendaraan operasional pengangkut sampah bak terbuka untuk satgas berantas
sampah, dan 100 unit bak sampah tiga warna untuk masyarakat, kantor, lokasi
wisata.

Selanjutnya telah dibangun pabrik percontohan pengolahan sampah organik
dengan teknologi biokonversi yaitu menggunakan tentara lalat hitam (black
dragon fly) sebagai pendaur ulang sampah organik. Pembangunan pabrik
pengolahan sampah yang berlokasi di dusun Bebae desa Lingsar Kabupaten
Lombok Barat ini merupakan kerjasama antara Yayasan Forest for Life Indonesia
dengan Dinas LHK NTB. Sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos
padat dan cair ini dipasok oleh beberapa pihak, antara lain beberapa pusat
perbelanjaan, hotel, rumah sakit, perkantoran, sekolah, dan TPA Regional Kebon
Kongok. Kapasitas produksi unit BSF dapat mencapai 4,8 ton per harinya. Kondisi
saat ini rata-rata sampah organik yang diolah mencapai 800 kg/hari. Pemasaran
pupuk kompos cair dan padat belum terlalu meluas disebabkan karena adanya
komposisi pupuk yang masih memerlukan uji laboratorium. Selain pupuk, produk
BSF lainnya ialah maggot atau pupa lalat hitam. Beberapa konsumen
memanfaatkan maggot tersebut untuk pakan ternak unggas dan ingin
mengembangkannya dalam skala kecil.

UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok melakukan pengelolaan sampah yang
masuk ke TPA Regional melalui pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
Sedangkan seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai
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pengangkutan ke TPA Regional menjadi tanggung jawab Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Barat yang menjadi layanan dari TPA Regional Kebon Kongok.
Pada tahun 2019, jumlah sampah yang masuk ke TPA adalah sebanyak 118.789
ton, sampah yang tidak dapat didaur ulang akan menjadi residu yang dibawa ke
landfill untuk diproses dengan teknologi sanitary landfill. Atas dasar jumlah
sampah masuk diatas, ditetapkan Tiping Fee berupa Kompensasi Jasa Pelayanan
(KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) sebesar Rp. 1.336.982.625,- dari
Kota Mataram, dan Rp. 314.584.875,- dari Kabupaten Lombok Barat. Dana KIP
digunakan untuk operasional TPA, dan dana KDN dialokasikan untuk Desa
Banyumulek dan Desa Sukamakmur sesuai dengan kesepakatan Pemerintah
Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat. Penggunaan dana bantuan KDN
mencakup kegiatan pengembangan bank sampah, peningkatan kesehatan
masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, dan pengembangan ekonomi
masyarakat.

Dari aspek SDM, dalam rangka menuju NTB Asri dan Lestari sesuai dengan misi
ke-4 Gubernur NTB, Dinas LHK NTB telah membentuk tim satgas dan tim kreatif
sebagai upaya percepatan NTB Zero Waste. Aksi bersih sampah telah
dilaksanakan di beberapa kawasan pariwisata dan fasilitas umum (total 44 lokasi)
berkolaborasi dengan berbagai komunitas masyarakat. Selain itu, pembinaan
pengelolaan sampah juga dilaksanakan untuk 40 OPD Lingkup Provinsi NTB dan
sekolah di 10 kab/kota se-NTB.

Pada tahun 2019 Dinas LHK NTB telah melakukan penyusunan Penyusunan
Dokumen Petunjuk Pengelolaan Sampah bagi OPD dan melaksanakan Seminar
Nasional Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah. Dalam upaya pengelolaan limbah
B3, Dinas LHK NTB melakukan pembinaan dan pengawasan ke beberapa pelaku
usaha antara lain : (1) PT. PLN (Persero) - PLTMG Sumbawa 50 MW, (2) PT.
Anugrah Mandiri Jaya Energi, (3) PT. Peduli Lingkungan Lestari, (4) PT. PLN
(Persero) - PLTU Sumbawa, (5) PT. Wahyu Nusantara Indah Putra, (6) PT.
Pertamina Patra Niaga

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Di tahun 2018, prosentase sampah terkelola adalah 40% dan yang tidak terkelola
adalah 60% sesuai dengan laporan capaian Jakstrada Tahun 2018. Data tersebut
berdasarkan pengelolaan sampah di TPA Regional. Untuk Tahun 2019, masih
dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa jml sampah yang terkelola dan
tidak terkelola.
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra
Belum dapat dibandingkan karena data belum tersedia

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Indikator neraca pengelolaan sampah tidak termuat dalam standar nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang
telah dilakukan

Kendala dalam pencapaian neraca pengelolaan sampah sebesar 60% pada 2019
ialah kesulitan dalam mengumpulkan data sampah terkelola dari seluruh bank
sampah binaan Dinas LHK di kab/kota. Aplikasi SMASH (Sistem Manajemen ...)
belum digunakan maksimal sebagai media penyampaian data sampah terkelola
secara realtime. Sebagai upaya untuk menghasilkan data neraca pengelolaan
sampah provinsi NTB, Dinas LHK telah bersurat kepada LH Kab/Kota sebagai
upaya percepatan pengumpulan data neraca pengelolaan sampah. Sampai
November 2019, hanya Kabupaten Lombok Utara yang telah menyelesaikan
perhitungan neraca pengelolaan sampah, yaitu 17,87% sampah terkelola dan
82,13% sampah tidak terkelola.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan
kelompok persampahan yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dengan upaya strategis yang telah dilaksanakan melalui kegiatan:

= Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan

= Kerjasama pengelolaan persampahan, melalui mitra Forest For Life
Indonesia dan Korindo dalam kerjasama pengelolaan sampah pada unit
BSF Lingsar

= Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan,
melalui peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pembinaan,
pelatihan, dan seminar nasional, hibah sarpras persampahan untuk
masyarakat, aksi bersih sampah bersama masyarakat

Sedangkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup, kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Kegiatan
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, yang meliputi pembinaan dan pengawasan
ke beberapa pelaku usaha.
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina, dibutuhkan dukungan
dari 2 program yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut belum dapat dianalisis karena neraca pengelolaan
sampah belum tersedia

Tabel 33. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan

Anggaran
Indikator Kinerja Keuangan
No Kinerja /FI,(r:ggi;at?n Satuan ) g Efisiensi
Sasaran Target | Realisasi | % Target Realisasi %
1. | Neraca Peningkatan Jumlah sarana 5 5 100 7.538.522.520 7.062.489.162 | 93,69 | Efisien
pengelolaan | operasi dan prasarana
sampah pemeliharaan persampahan
prasarana dan yang
sarana terpelihara dan
persampahan operasional
(kelompok
jenis)
Kerjasama Jumlah 2 2 100 1.215.450.000 947.102.419 | 77,92 | Efisien
pengelolaan Kerjasama
persampahan pengelolaan
sampah yang
terbentuk
(kerjasama)
Peningkatan Jumlah  bank 100 74 74 6.897.895.980 5.873.691.375 | 85,15 | (Target
peran serta sampah yang kinerja
masyarakat terbentuk hsnya
dalam (unit) 74%
pengelolaan dikarena
persampahan alokasi
dana
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Indikator Kinerja Keuangan
No Kinerja /FI,(r:ggi;at?n Satuan Efisiensi

Sasaran Target | Realisasi | % Target Realisasi %

yang
tersedia
hanya
untuk 74
bank
sampah)

Tabel 34. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Aspek Penggunaan Sumber Daya

Indikator Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
No | Kinerja Program Kinerja Anggaran SDM Waktu Sarpras penunjang
Sasaran Program Pelaksanaan
1. | Neraca Pengembangan | Persentase Anggaran terfokus | Jumlah tenaga Kegiatan monitoring | Sedang
pengelolaan | Kinerja pengurangan untuk teknis masih evaluasi upaya mengembangkan
sampah Pengelolaan sampah dan peningkatan sangat terbatas, pengurangan dan aplikasi SMASH agar
Persampahan persentase sarpras terutama untuk penanganan sampah | bisa dimanfaatkan oleh
pengelolaan operasional TPA monitoring oleh TPA dan bank bank sampah sebagai
sampah dan bank sampah | evaluasi kegiatan | sampah belum media penyampaian
bank sampah berjalan maksimal data pengurangan
dalam upaya sampah secara
pengurangan realtime
sampah dan
upaya
penanganan

sampah oleh TPA
kab/kota se-NTB.
Hal ini yang
menyebabkan
nilai neraca
pengelolaan
sampah sampai
saat ini belum

66 | LAKIP Tahun 2019




Indikator Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
No Kinerja Program Kinerja Anggaran SDM Waktu Sarpras penunjang
Sasaran Program Pelaksanaan
dapat dihitung.
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Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi
target kinerja dan anggaran per kegiatan, dapat ditarik asumsi bahwa
pencapaian berbagai kinerja kegiatan di atas akan menunjang pada
pencapaian peningkatan nilai Neraca Pengelolaan Sampah

2.2 Meningkatnya produksi sektor primer

Target : 21,93%
Realisasi : NA
Uraian :

Sasaran ini didukung oleh Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman
pangan, peternakan, perkebunan, perikanan& kehutanan sebagai indikator
kinerja pendukungnya. Berbagai upaya strategis yang dilakukan dalam rangka
pencapaian indikator tersebut dirincikan dalam penjelasan sebagai berikut.

Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas LHK menjadi sektor OPD pendukung yang menyumbang PDRB sektor
kehutanan melalui berbagai kegiatan pendukung antara lain Perencanaan dan
Tata Hutan, Pengembangan Usaha Kehutanan, dan Pengendalian
Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan. Perhitungan nilai PDRB sepenuhnya
menjadi kewenangan BPS untuk menghitung dan merilis datanya.
Berdasarkan baseline rilis data BPS 2018, PDRB NTB atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha, sektor kehutanan hanya menyumbang
sekitar 0,08% untuk PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan vyaitu
sebesar Rp. 99.430.000.000,- (angka ini masih sangat sementara).

Menurut BPS, Nilai PDRB ini berasal dari penebangan segala jenis kayu serta
pengambilan daun-daunan, getah getahan, dan akar-akaran, termasuk disini
adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas
jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi
kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan
budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya.

Untuk tahun 2019, produksi kayu bulat yang bersumber dari Hutan Tanaman
Industri (HTI) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah sebesar 16.092,41 m>.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Untuk Tahun 2019, nilai PDRB belum dapat diperbandingkan karena belum
dipublikasikan secara resmi oleh BPS. Pada tahun 2018, jumlah produksi kayu
bulat adalah sebesar 34.783,59 m°. Namun, pertambahan nilai PDRB tidak
hanya berdasar pada jumlah produksi kayu bulat, dicakup juga dalam
kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas
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dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang
dilakukan atas dasar kontrak.

Jika melihat pada tren perkembangan nilai PDRB sektor kehutanan di lima
tahun terakhir, diperkirakan nilai PDRB sektor kehutanan juga akan
meningkat di tahun ini.

Tabel 35. Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2014—2018

Lapangan

2014 2015 2016 2017 2018
Usaha

Kehutanan dan 77.92 87.13 92.11 93.84 99.43
Penebangan Kayu

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Pertambahan PDRB sektor kehutanan belum dapat dibandingkan karena data
belum tersedia

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang
telah dilakukan

Terkait dengan rencana tata kelola hutan, Dinas LHK telah melaksanakan
pendampingan dan bantuan fasilitasi penyusunan dokumen RPHJIP pada 14
unit KPH dan RPHJPd pada 8 unit KPH. Selain itu, dilaksanakan juga
sosialisasi tata batas kawasan hutan se Pulau Lombok dan Sumbawa,
penyusunan Perda Pengelolaan Hutan, dan roadmap industrialisasi
kehutanan.

Upaya mendukung salah satu program unggulan NTB “Industrialisasi”, yakni
dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil hutan bukan kayu (HHBK)
di Provinsi NTB. Pengembangan HHBK memliki beberapa manfaat,
diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah produk HHBK, mendukung
pengelolaan hutan lestari, meningkatkan PAD dan PNBP, serta pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan melalui usaha produktif. Di Provinsi NTB,
beberapa jenis HHBK unggulan mulai dikembangkan dengan adanya unit-unit
pengolahan di KPH, antara lain sebagai berikut :
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Tabel 36. Unit-Unit Pengolahan HHBK di KPH

Pabrik Kapasitas .
No. Pengolahan KPH Jumlah Produksi Jml. Produksi Keterangan
Produksi April 2017 s.d.
Juli 2018 (Jeda
Gempa), Produksi Lagi
. . . . . Pebruari 2019. 1 unit
1 |Kayu Putih Rinjani Barat 2 unit 300 kg/unit | 107.79|Liter pabrik rusak terdampak
gempa (Pabrik Minyak
Kayu Putih di Lendang
Luar)
2 |Kayu Putih Batulanteh lunit (100 kg 50|Liter Proses Uji Coba
3 Minyak Nylam [Rinjani Barat 1 unit 300 kg 21lLiter | roduksi Juli 2017 s.d.
Juli 2018
4 |Wood Pellet |Rinjani Barat 1unit  |500kg/jam 65(Kg Proses Uji coba
2 Kelompok
KPH Rinjani rata-rata |3 _ 440 lber Masyarakat di KPH
5 |Minyak Kemiri |Barat dan 3 Unit 4.000 kemiri  ltahun Batulanteh dan 1
Batulanteh kemasan Kelompok di Rinjani
Barat, produksi 2016
KPH Or_opg ) Masih sumber
Telu, Rinjani .
6 |Porang Barat Tanaman Alami, baru
Batulanteh dimulai 2018/2019
) : Pengelolaan KPH
7 I\K/lF;I;IaS:%orong 1 unit tzgr?/tahun 200 ton g\?vrelrt]g Bersama BUMDes,
yang produksi 2017

HHBK jenis wood pellet yang dikembangkan oleh Dinas LHK NTB melalui KPH
Rinjani Barat mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT), melalui pemanfatan
limbah kayu serta peluang untuk omprongan tembakau. Sumber bahan
bakunya berupa tanaman Kaliandra dan Gamal, dan tanaman ini cocok untuk
rehabilitasi hutan dan lahan kritis karena proses tumbuhnya yang cepat (/ast
growing). Pengembangan wood pellet ini diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan petani hutan, BUMDes dan PAD serta PNBP.

Tanaman Kayu Putih merupakan tanaman Pionir mampu hidup dalam lahan
kritis dan tidak dimakan ternak. Saat ini, sudah terdapat pabrik pengolahan
minyak kayu putih yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat sebanyak 2 unit di
Desa Bentek Kec Gangga dan Desa Lendang Luar Kec Malaka. Total kapasitas
produksi 2 unit tersebut sudah mencapai 600 kg/hari. Minyak kayu putih yang
dihasilkan unit KPH Rinjani Barat sudah menghasilkan kadar sineol di atas
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SNI. Sedangkan pengolahan minyak kayu putih oleh KPH Batulanteh masih
dalam proses uji coba. Kapasitas penyulingan minyak kayu putih masih
berkisar 100 kg/hari.

HHBK lainnya yang sedang dikembangkan adalah Rotan. Rotan akan
meningkat nilai tambahnya jika jenis Rotan Basah diubah menjadi Rotan awet
dengan sedikit upaya pengawetan. KPH Sejorong Mataiyang bersama
Bumdes mengelola rotan dengan produksi 200 ton/tahun. Mitra KPH Sejorong
Mataiyang adala KTH Olat Parigi dan BUMDes Orong Kleta Desa Sekongkang
Atas Sumbawa Barat.

Potensi HHBK Kemiri tersebar di beberapa KPH antara lain tersebar KPH
Batulanteh, KPH Maria Donggomassa, KPH Rinjani Barat, dan KPH Sejorong
Mataiayang. Kendala dalam pengembangan kemiri adalah produk kelompok
hanya pada tingkat kemiri glondongan dan kemiri kupas karena keterbatasan
alat pengolahan kemiri. Terkait proses pemasaran, masih dibutuhkan off
taker (pembeli) dan pasar minyak, meski pasar minyak Kemiri cukup terbuka.

Tanaman porang (iles-iles) mulai dikembangkan di KPH Orong Telu, KPH
Ampang Plampang, dan KPH Rinjani Barat. Kedepannya, porang akan
diekspor ke Jepang sebagai bahan baku noodle (mie di Jepang), dengan
pengolahan setengah jadi menjadi chips. Terkait usaha produktif lebah madu
trigona, pengembangannya sudah dilakukan di seluruh KPH di NTB karena
mudah untuk dibudidayakan. Namun untuk menghasilkan propolis butuh
bahan baku banyak dan teknologi pengolahan yang memadai.

Cikal bakal potensi industrialisasi HHBK lainnya tersebar di beberapa lokasi di
NTB antara lain :

1. PT. Sanggar Agro, potensi industri kayu putih, dengan luasan 5.000
Ha, berlokasi di Oi Katupa Tambora, status belum berproduksi

2. Industri Rumah Tangga Pengolahan Bambu Lombok Tengah

3. Industri Pengolahan Minyak Serai Wangi, Usaha Dagang Swasta seluas
10 Ha di Kec. Lape, & potensial bahan baku dari KPH Ampang
Plampang, sudah 3 tahun berproduksi

Dalam proses pengembangan industrialisasi HHBK, beberapa upaya gencar
dilakukan agar prosesnya berjalan maksimal, antara lain secara intensif
melakukan pembinaan kelompok/masyarakat pengelola produk HHBK,
sosialisasi peraturan dengan pemegang ijin IUPHHK-HTR/IUPHKm, IUPHHBK,
Fasilitasi sapras pengembangan produk HHBK, sosialisasi regulasi pengolahan
dan peredaran hasil hutan (PPHH), pengembangan luasan penanaman
HHBK(bambu, gaharu, kayu putih, kopi, porang dll), fasilitasi pemungutan
PNBP dan PAD, dan meningkatkan sinergitas antara KPH.
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Dalam kegiatan pengembangan usaha kehutanan, telah dilaksanakan fasilitasi
pengembangan kelompok usaha kehutanan untuk 66 kelompok yang tersebar
di KPH. Kelompok usaha kehutanan diberikan pemahaman terkait : (1)
Pemanfaatan Hutan, tujuannya untuk me-refresh dan me-review para
pemegang izin (HKm, HTR, Kemitraan, dan Kerjasama) dalam hal
pemanfaatan hutan terutama tentang hak dan kewajiban mereka dalam
memanfaatkan hutan, (2) Penatausahaan Hasil Hutan, (3) PNBP dari
pemanfaatan hasil hutan. Masing-masing KPH dan Tahura juga melaksanakan
terhadap beberapa KTH yang ada di wilayahnya, jumlahnya dirincikan dalam
tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Jumlah KTH yang dibina melalui APBD Tahun 2019

No. KPH/Balai Jumlah KTH
1 Tahura Nuraksa 2
2 Rinjani Barat 3
3 Rinjani Timur 1
4 Sejorong Mataiyang 1
5 Brang Beh 1
6 Batulanteh 3
7 Ampang Plampang 1
8 Ropang 3
9 Ampang Riwo 13
10 | Toffo Pajo Soromandi 1
11 | Maria Donggomassa 12
12 | Tambora 4
TOTAL 45

Selanjutnya, terkait indikator kinerja jumlah unit usaha kehutanan yang
melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib, terdapat 2 (dua) unit
usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara
tertib, PT. AWB (IUPHHK-HA) dan PT Sadhana Ariefnusa (IUPHHK-HT).
Sedangkan terdapat unit yang termasuk dalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) yaitu PT. Sumbawa Timur Minning, PT. Sumbawa juta raya,
dan PT. Amman Mineral. Untuk HKm, terdapat HKm Oi Rida Kab Bima dan
HKm Samoko Kab Sumbawa.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja
pertambahan nilai PDRB vyaitu :

a. Program Pengelolaan Hutan

= Perencanaan dan Tata Hutan : fasilitasi penyusunan 8 dokumen
RPHJP, sosialisasi tata batas kawasan hutan
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» Pengembangan usaha kehutanan : fasiltasi pengembangan
kelompok usaha kehutanan dan pemberian bantuan alat
pengolahan HHBK melalui dana DAK

= Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan : 7 unit
usaha kehutanan yang telah melaksanakan penatausahaan hasil
hutan secara tertib

73| LAKIP Tahun 2019



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan,
perkebunan, perikanan dan kehutanan, dibutuhkan dukungan dari Program Pengelolaan Hutan.

Tabel 38. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Pertambahan PDRB sektor Kehutanan berdasarkan Aspek Penggunaan

Sumber Daya

. Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
Indikator Program Kinerja
Kinerja K 9 t p ] Anggaran SDM Waktu Sarpras penunjang
Sasaran /Kegiatan rogram / Pelaksanaan
Kegiatan
Pertambahan | Pengelolaan Persentase Realisasi pembinaan Sudah sesuai dengan | Ketersediaan alat
Nilai PDRB Hutan desa sekitar anggaran sebesar | kelompok/masyar | jadwal rencana pengolahan HHBK
sektor hutan yang 90,71%. akat pengelola pelaksanaan yang masih terbatas
pertanian diberdayakan Sedangkan produk HHBK dan
tanaman melalui capaian sosialisasi
pangan, pembentukan | kinerjanya sudah | berbagai regulasi
peternakan, kelompok melampaui target | terkait dibantu
perkebunan, HHBK dan yaitu sebesar oleh tenaga teknis
perikanan dan Jasling 35.60% dari ASN dan penyuluh
kehutanan target 28.60% kehutanan yang
Cakupan Luas .
memadai
Pengembanga
n HHBK
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Tabel 39. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Pertambahan PDRB sektor Kehutanan berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan

Anggaran
Indikator ineri
No Kinerja Prog_ram Satuan Kinerja Keliangan Efisiensi
Sasaran /Kegiatan isasi o isasi o
Target | Realisasi /o Target Realisasi /o

Pertambahan | - Perencanaan Jumlah  RPHIPd 12 7 100 317.608.560 315.426.519 99,31 | Efisien

Nilai PDRB dan Tata Hutan | yang disusun dokumen

sektor (dokumen) RPHJIPd

pertanian dan 5

1 tanaman dokumen

pangan, RPHIP

peternakan,

perkebunan,

perikanan dan

kehutanan
- Pengembangan | Jumlah kelompok 12 110 916 1.315.192.400 1.206.995.252 91,77 | Efisien
Usaha usaha kehutanan
Kehutanan yang  difasilitasi
(Dinas LHK pengembanganny
induk) a (kelompok)
- Pengembangan | Jumlah Unit 22 45 204,55 3.519.517.093 3.093.289.573 87,89 | Efisien
Usaha Produksi  Gaharu
Kehutanan (KPH | dan HHBK Lainnya
dan Tahura) (ijin/usaha)
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- Pengendalian
Pengolahan dan
Peredaran Hasil
Hutan

Jumlah unit usaha
kehutanan yang
melaksanakan
penatausahaan
hasil hutan secara
tertib (unit)

14

10

71,83

730.710.320

720.705.598

98,63

Unit usaha
kehutanan
yang telah
melaksanak
an
kewajiban
penatausah
aan hasil
hutan
secara
tertib di
NTB adalah
10 unit,
belum
mencapai
target yang
ditetapkan

Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi target kinerja dan anggaran per kegiatan, serta
analisis melalui 4 aspek penggunaan sumber daya, dapat ditarik asumsi bahwa pencapaian berbagai kinerja kegiatan di

atas akan menunjang pada pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor kehutanan
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Adapun rekapitulasi capaian program/kegiatan per urusan disampaikan
sebagaimana di bawah ini :
1. Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tahun 2018
diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 2
program pokok dan 10 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019

Sasaran . Capaian indikator kinerja
No Program Kegiatan 5 .
program Uraian Target Realisasi
DINAS LHK
1. | Pengembangan |Meningkatnya | Peningkatan | Training Daur 1 kegiatan 1 kegiatan
kinerja Upaya operasi dan Ulang &

pengelolaan Pengendalian | pemeliharaan | Pengomposan
persampahan |Pencemaran prasarana

dan Perusakan | dan sarana -
Lingkungan persampahan Operasional alat 1 Tahun 1 Tahun

; berat dan
Hid
aup kendaraan TPA

Operasional dump 4 bulan 4 bulan
truck

Box peyeumisasi 14 buah 14 buah

Bahan kimia 1 Tahun 1 Tahun
untuk bioaktivator
sampah dan
insektisida untuk
TPA

Analisa Lab 1 Tahun 1 Tahun
Kualitas Air,
Limbah dan
Udara TPA
Regional

Tenaga kerja TPA 36 orang 36 orang
Regional Kebon
Kongok dan Unit
Pengelolaan
Sampah BSF
Lingsar

Pemeliharaan dan 1 Tahun 1 Tahun
suku cadang
kendaraan
operasional dan
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No Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

alat berat
TPA Regional

Spare Part Mesin
TOSS

8 bulan

8 bulan

Sewa Excavator
untuk TPA dan
unit BSF

lingsar

1 Tahun

1 Tahun

Sewa Mobilisasi
Alat Berat

2 kali

2 kali

Sewa Bulldozer
untuk TPA
Regional

1 Tahun

1 Tahun

Alat Pelindung
Diri (APD) bagi
Tenaga

Kerja TPA
Regional

1 paket

1 paket

Normalisasi
Kolam Lindi

1 paket

1 paket

Perpipaan
Penyalur biogas
TPA

1 paket

1 paket

Pembersihan dan
perbaikan saluran
drainase TPA

1 paket

1 paket

jasa konsultasi

pengembangan
TPA dan TPST

Regional

3 paket

3 paket

Mesin cacah
plastik

1 unit

1 unit

Mesin cacah
beling

1 unit

1 unit

Mesin cacah
sampah organik

1 unit

1 unit

Mesin cacah
TOSS

1 unit

1 unit

Mesin pelet TOSS

1 unit

1 unit

Pompa Jet Pump
untuk cuci alat

2 unit

2 unit

78 | LAKIP Tahun 2019




No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

berat dan pompa
air limbah

Mesin dan
Peralatan
Pengolah Lindi
dan Peralatan
Pemurni Gas
Metana

2 paket

2 paket

Dump Truck

1 unit

1 unit

Kendaraan roda
tiga untuk angkut
sampah terpilah
daur ulang

1 unit

1 unit

Roda Tiga untuk
angkut sampah
TOSS

1 unit

1 unit

Perlengkapan Fire
Safety

1 paket

1 paket

Konstruksi Fisik
Pembangunan
Tembok Keliling
TPA

1 paket

1 paket

Pemeliharaan
jalan operasional
TPA

1 paket

1 paket

Sumur Bor

1 paket

1 paket

PLTS Untuk Area
Timbunan TPA

1 paket

1 paket

Renovasi aset
TPA Regional

2 paket

2 paket

Renovasi Gerbang
TPA Regional

1 paket

1 paket

Kerjasama
pengelolaan
persampahan

Belanja Barang
Pengemasan
Hasil Produksi
TPST Regional
Unit BSF Lingsar

1 paket

1 paket

Analisa
Laboratorium
Pupuk Cair dan
Pupuk Padat
TPST Regional
Unit BSF

1 paket

1 paket
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Lingsar

Tenaga Kerja
TPST Regional
Unit BSF
Lingsar

10 orang

10 orang

Penyusunan Studi
Kelayakan/FS
Pembangunan
Industri
Pengolahan
Sampah

1 paket

1 paket

Pembangunan
Gedung Kantor
BSF

1 paket

1 paket

Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
Pengelolaan
Persampahan

Pembinaan bank
sampah

50 Lokasi

50 Lokasi

Training Pemuda
Peduli Sampah

100 orang

100 orang

bimtek
pembinaan
persampahan ke
sekolah

250 orang

250 orang

Pembinaan
persampahan ke
OPD

40 orang

40 orang

Aksi Clean up

2 kali

51 kali

Sosialisasi
program NTB
Bebas Sampah
2023

19 kali

19 kali
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

BBM Operasional
Pengangkut
Sampah

1 Tahun

1 Tahun

Kampanye
Pengelolaan
Sampah
Melalui Media
elektoronik,
Cetak,
Bilboard

1 Tahun

1 Tahun

Seminar Nasional
Sirkular Ekonomi
Pengelolaan
Sampah

1 kegiatan

1 kegiatan

Bantuan Bak
Sampah Tiga
Warna

100 set

100 set

Bantuan alat
bank sampah
Unit

74 unit

74 unit

Pengembangan
Bank Sampah
Induk Regional
Pulau Lombok
dan Pulau
Sumbawa

2 paket

2 paket

Bantuan Roda
Tiga untuk
Kelompok
Masyarakat
Peduli Sampah

5 unit

5 unit

Bantuan
Peralatan
Persampahan
untuk Lembaga
Pendidikan Pulau
Lombok dan
Pulau Sumbawa

2 paket

2 paket

Pengembangan
Bank Sampah
Induk

Kab. Lombok
Timur

1 paket

1 paket
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Pengembangan
Bank Sampah
Induk

Kab. Lombok
Tengah

1 paket

1 paket

Pengembangan
Bank Sampah
Induk Kota
Mataram

1 paket

1 paket

Bantuan
peralatan untuk
bank sampah
Induk

4 paket

4 paket

Bantuan
Pengembangan
alat pembuat
paving block
menggunakan
plastic

1 paket

1 paket

Bantuan roda
tiga untuk bank
sampah

Induk

3 paket

3 paket

Bantuan roda
tiga untuk bank
sampah

induk regional
Pulau Lombok
dan Pulau
Sumbawa

4 paket

4 paket

Bantuan mesin
cacah sampah
untuk

bank sampah
induk regional
Pulau Lombok
dan Pulau
Sumbawa

2 unit

2 unit

Bantuan alat
pembuat paving
blok

untuk bank
sampah induk
regional Pulau
Lombok dan
Pulau Sumbawa

2 unit

2 unit
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Hibah kendaraan
roda empat/truck
untuk bank
sampah induk
regional

2 unit

2 unit

Belanja modal
Kendaraan
operasional
pengangkut
sampah bak
terbuka

1 unit

1 unit

Pembangunan
model sarpras
green
Office

1 unit

1 unit

Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup

Mengurangi
tingkat
pencemaran
lingkungan
hidup

Pemantauan
Kualitas
Lingkungan

- Pemantauan air
sungai

- Pemantauan
kualitas udara
ambien

10 Kab/kota

10 Kab/kota

10 Kab/kota

10 ab/k
ota

Pengkajian
Dampak
Lingkungan

- Pemeriksaan
terhadap
dokumen
lingkungan

10 dokumen

46 dokumen

- Monitoring dan
evaluasi pelaku
usaha

19 pelaku
usaha

19 pelaku
usaha

- Pembinaan dan
pengawasan
terhadap Komisi
Penilai Amdal
(KPA) Kab/Kota

4 KPA

4 KPA

Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan

- Verifikasi dan
tindak lanjut
pengaduan
lingkungan
hidup

10 Kasus

19 Kasus

Pengelolaan
Kebijakan
Lingkungan
Hidup

- Dokumen KLHS
yang sudah
melalui proses
validasi

10
dokumen

11
dokumen

Peningkatan

- Sosialisasi

300 orang

300 orang
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Kapasitas
Lingkungan
Hidup

adiwiyata ke 10
kab/kota

- Penerima
penghargaan
sekolah
adiwiyata
provinsi

8 sekolah

8 sekolah

- Penerima
penghargaan
kampung iklim

6 desa

6 desa

Pengelolaan
sampah dan
limbah b3

- Penyusunan
buku
pengelolaan B3
dan limbah B3
Provinsi NTB

1 dokumen

1 dokumen

- bimtek
pengelolaan
limbah B3

1 kegiatan

1 kegiatan

- pengawasan dan
pembinaan ke
pelaku usaha

6 perusahaan

6
perusahaan

LABORATORIUM LINGKUNGAN

1.

Pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup

Meningkatnya
pelayanan
penguijian
kualitas
lingkungan

Pengembang
an
Laboratorium
Lingkungan

- Belanja Kalibrasi
alat

1 Tahun

1 Tahun

Belanja Uji
Profisiensi/Uji
Banding

1 Tahun

1 Tahun

- Belanja Bahan
kimia dan alat
Gelas

1 Tahun

1 Tahun

- Tenaga Kontrak
Teknis
Laboratorium
Lingkungan

10 Orang

10 Orang

- Dokumen
Sistem
management
mutu ISO/IEC

1 dokumen

1 dokumen

- Peningkatan
kapasitas tenaga
teknis Lab

20 orang

20 orang

- Jumlah
parameter yang
dapat di uji di
Lab

5
parameter

20
parameter

- Jumlah PAD

50.000.000

63.982.500
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No Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

yang dihasilkan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

2. Kehutanan
Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 3 program pokok dan 10 kegiatan,
sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019

Sasaran

Capaian indikator kinerja

No Program Kegiatan - —
program Uraian Target Realisasi
DINAS LHK
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Satgas 1 Tahun 1 Tahun
Hutan, ya upaya dan pencegahan dan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan pemberantasan
Sumber n Hutan Hutan perusakan hutan
Daya Alam dan | dan Provinsi NTB
Ekosistem konservasi satgas pengendali 1 Tahun 1 Tahun
sumberdaya operasi
alam dan perusakan hutan
ekosistem Provinsi NTB
Insentif POLHUT 114 orang 114 orang
Pelatihan 1 kegiatan 1 kegiatan
menembak
Pengurusan buku 144 buku 144 buku
Pas dan SIM
senjata api
Penegakan Penanganan 10 kasus 11 kasus
Hukum kasus tipihut
Kehutanan
Konservasi dan | Fasilitasi 2 unit 2 unit
Sumber Daya | kelembagaan KEE
Alam Hayati
Pencegahan Rapat koordinasi 12 KPH dan | 12 KPH dan
dan pencegahan Tahura Tahura
Pengendalian | dan pengendalian
Kebakaran kebakaran hutan
Hutan dan dan lahan
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Lahan

Penyadartahuan
pencegahan
kebakaran hutan
dan lahan

12 KPH dan
Tahura

12 KPH dan
Tahura

Papan peringatan
pencegahan
kebakaran hutan
dan lahan di
wilayah KPH dan
Tahura

30 buah

30 buah

Sarpras
pengendalian
kebakaran
hutan dan lahan

1 paket

1 paket

Sarpras
pencegahan
kebakaran
hutan dan lahan

1 paket

1 paket

Rehabilitasi,
Kerjasama,
dan
Perhutanan
Sosial

Menurunny
a luas lahan
kritis

Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan Kritis

Sosialisasi RHL ke
SMA/SMK

18 sekolah

18 sekolah

Penyusunan RTnh-
RHL

1 laporan

1 laporan

Pembinaan dan
monitoring
evaluasi RHL

9 kab/kota

9 kab/kota

Pengelolaan
DAS

Monitoring dan
fasilitasi
perencanaan KTA

40 unit

47 unit

Pelatihan
pengelolaan DAS

1 kegiatan

1 kegiatan

Sosialisasi
pengelolaan DAS

11 KPH dan
Tahura

11 KPH dan
Tahura

Penyuluhan
dan
pemberdayaan
masyarakat

Pembinaan dan
monitoring KTH

87
kelompok

87 kelompok

Pembentukan
Sentra
Penyuluhan
Kehutanan
Pedesaan (SPKP)

1 kelompok

1 kelompok

Pembentukan
Kelompok Usaha
Produktif (KUP)

3 kelompok

3 kelompok

Luas areal
Perhutanan Sosial
(PS)

42.995,48
Ha

42.995,48
Ha

Jumlah anggota
masyarakat yang
terlibat dalam PS

34.379
orang

34.379
orang
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Pengelolaan
Hutan

Meningkatn
ya upaya
pengelolaan
hutan

Perencanaan
dan Tata
Hutan

Fasilitasi
penyusunan
dokumen RPHIP

8 dokumen
RPHJIPd dan
14
dokumen
RPHIP

8 dokumen

RPHIPd dan

14 dokumen
RPHIP

Sosialisasi tata
batas kawasan
hutan

11 KPH dan
Tahura

11 KPH dan
Tahura

Penyusunan
perda
pengelolaan
hutan

1 dokumen

1 dokumen

Pengembanga
n usaha
kehutanan

Pertemuan
dengan pemgang
ijin pemanfaatan
kawasan hutan

11 KPH dan
Tahura

11 KPH dan
Tahura

FGD pengelolaan
bambu

1 kegiatan

1 kegiatan

Master Plan
Pengembangan
Bambu di NTB

1 dokumen

1 dokumen

Pembangunan
ralling (Aik Berik)

1 paket

1 paket

perbaikan jalur
ralling menuju Tiu
Kelep (Senaru)

1 paket

1 paket

Renovasi Gerbang
Geopark (Aik
Berik)

1 paket

1 paket

Renovasi
signboard

10 unit

10 unit

Pengendalian
Pengelolaan
dan Peredaran
Hasil Hutan

Jumlah unit
usaha kehutanan
yang
melaksanakan
penatausahaan
hasil hutan secara
tertib

10 unit

7 unit

Jumlah usaha
pemanfaatan
HHBK, dan
Jasling berbasis
desa,
pengembangan
desa wisata,
Geopark dan
Cagar Biosfer

11 KPH dan
Tahura

11 KPH dan
Tahura

BALAI TAHURA NURAKSA

1

Perlindungan
Hutan,
Konservasi

Meningkatn

ya upaya
Perlindunga

Pencegahan
dan
Pengamanan

Tenaga
Pengamanan
Hutan

30 orang

30 orang
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Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 3.155 Ha 2.340 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi
sumberdaya
alam dan
ekosistem
2 | Rehabilitasi Menurunny | Rehabilitasi Pembangunan 2 unit 2 unit
Kerjasama dan | a luas lahan | Hutan dan DAM Penahan
Perhutanan kritis Lahan Kritis
Sosial
Perhutanan
Sosial
Penyediaan Bibit 300 batang | 300 batang
Durian Unggul
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Penyediaan bibit 3000 3000 batang
Hutan ya upaya n usaha tanaman bambu batang
pengelolaan | kehutanan tabah
hutan Pembangunan 1 paket 1 paket
Tangga jalan
wisata di ODTW
Goa Pengkoak
Pembangunan 1 paket 1 paket
Jalan wisata
menuju air terjun
segenter
Pembangunan 1 paket 1 paket
Jembatan
penghubung di
Blok Perlindungan
dan Blok koleksi
BALAI KPH RINJANI BARAT
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 74 orang 74 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 37.000 Ha 37.498 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Titik api yang 10 titik 12 titik
dan dikendalikan
pengendalian
kebakaran
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Penyediaan Bibit 400 batang | 400 batang
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Tanaman
dan kritis Lahan Kritis Produktif
Perhutanan
Sosial
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3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Pembentukan 1 kelompok | 1 kelompok
Hutan ya upaya n usaha kelompok
pengelolaan | kehutanan pengelolaan
hutan bambu lestari
penanaman 50 ha/6.000 | 50 ha/6.000
bambu batang batang
Bantuan Mesin 3 paket 3 paket
Pengolah HHBK
Bambu (DAK)
Pengendalian Pabrik 4 unit 4 unit
Pengelolaan pengolahan HHBK
dan Peredaran | yang beroperasi
Hasil Hutan
BALAI KPH RINJANI TIMUR
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 40 orang 40 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 20.000 Ha 15.004 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 10 unit 10 unit
dan Kebakaran Hutan
pengendalian | Titik api yang 6 titik 47 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 3unit @ 3 unit @
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit 20.000 btg | 20.000 btg
dan kritis Lahan Kritis Rakyat
Perhutanan Pembangunan 6 unit 6 unit
Sosial DAM Penahan
Pembangunan 9 unit 9 unit
gully plug
Pembangunan 20 unit 20 unit
sumur resapan
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Sosialisasi 4 desa 4 desa
Hutan ya upaya n usaha pengelolaan
pengelolaan | kehutanan bambu lestari
hutan Pembentukan 1 desa 1 desa
kelompok
pengelolaan
bambu lestari
Penyediaan bibit 6.000 6.000
tanaman bambu batang batang
Bantuan Mesin 2 Paket 2 Paket

Pengolah HHBK
Bambu (DAK)
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Pembangunan 6 unit 6 unit
DAM Penahan
Pembangunan 9 unit 9 unit
Gully Plug
Pembangunan 20 unit 20 unit
Sumur Resapan
BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 30 orang 30 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 15.000 Ha 18.949 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 10 unit 10 unit
dan Kebakaran Hutan
pengendalian | Titik api yang 6 titik 16 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 2 unit @ 2 unit @
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit 20.000 btg | 20.000 btg
dan kritis Lahan Kritis Rakyat
Perhutanan Pembangunan 2 unit 2 unit
Sosial DAM Penahan
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Penyediaan bibit 3.414 3.414
Hutan ya upaya n usaha tanaman bambu batang batang
pengelolaan | kehutanan
hutan
BALAI KPH BATU LANTEH
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 40 orang 40 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 20.000 Ha 32.600 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 20 buah 20 buah
dan Kebakaran Hutan
pengendalian | Titik api yang 12 titik 102 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
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2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 7 unit 7 unit
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit
dan kritis Lahan Kritis Rakyat
Perhutanan (pengadaan benih
Sosial tanaman jenis
kayu dan MPTS)
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Sosialisasi 4 desa 4 desa
Hutan ya upaya n usaha pengelolaan
pengelolaan | kehutanan bambu lestari
hutan Penyediaan bibit 3.000 3.000
tanaman bambu batang batang
Mesin Pengolah 2 paket 2 paket
HHBK Bambu
alat pengolahan 1 paket 1 paket
kopi
Pembuatan kebun 1 paket 1 paket
pakan ulat sutera
Pengadaan rak 5 unit 5 unit
ulat sutra
Pengadaan 100 unit 100 unit
kandang Kupu-
kupu ulat sutra
Pengadaan 2 paket 2 paket
Sarana dan
Prasarana wisata
alam (WC/Toilet)
BALAI KPH ROPANG
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 35 orang 35 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 17.500 Ha 14.174 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 10 buah 10 buah
dan Kebakaran Hutan
pengendalian | Titik api yang 10 titik 30 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 4 unit 4 unit
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit
dan kritis Lahan Kritis Rakyat
Perhutanan
Sosial
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Peralatan 3 paket 3 paket
Hutan ya upaya n usaha Pengolahan
pengelolaan | kehutanan Gadung
hutan Pemecah biji 2 unit 2 unit
kemiri
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Peralatan pasca 3 paket 3 paket
panen madu
BALAI KPH BRANG BEH
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 42 orang 42 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 21.000 Ha 18.500 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 20 buah 20 buah
dan Kebakaran Hutan
pengendalian | Titik api yang 16 titik 20 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 3 unit @ 3 unit @
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit 20.000 20.000
dan kritis Lahan Kritis Rakyat batang batang
Perhutanan Pembangunan 4 unit 4 unit
Sosial DAM Penahan
Pembangunan 4 unit 4 unit
Gully Plug
Pembangunan 25 unit 25 unit
sumur resapan
3 | Pengelolaan Pengembanga | Pengadaan alat 1 paket 1 paket
Hutan n usaha kemasan madu
kehutanan (madu sachet)
BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 45 orang 45 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 22.500 Ha 22.500 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 10 buah 10 buah
dan Kebakaran Hutan
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pengendalian | Titik api yang 6 titik 12 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 3 unit @ 3unit @
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit 20.000 20.000
dan kritis Lahan Kritis Rakyat batang batang
Perhutanan
Sosial
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Penyediaan bibit 6.000 6.000
Hutan ya upaya n usaha tanaman bambu batang batang
pengelolaan | kehutanan
hutan
BALAI KPH AMPANG RIWO
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 45 orang 45 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 20.000 Ha 17.870 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi Sepeda motor 1 unit 1 unit
sumberdaya trail patroli
alam dan pengamanan
ekosistem hutan
Pencegahan Papan Informasi 10 buah 10 buah
dan Kebakaran Hutan
pengendalian | Titik api yang 6 titik 10 titik
kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pengadaan benih | 10 lokasi @ | 10 lokasi @
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan tanaman demplot 1 paket 1 paket
dan kritis Lahan Kritis agroforestry
Perhutanan (tumpang sari,
Sosial tanaman hutan,
dan MPTS)
Pengadaan benih 7 lokasi 7 lokasi
tanaman
produktif
bersertifikat
(diambil dari
sumber benih
yang bersertifikat,
jenisnya kemiri,
durian, nangka,
alpukat)
Pembangunan 6 unit 6 unit
DAM Penahan
Pembangunan 6 unit 6 unit
Gully Plug
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3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Pembinaan 13 13 kelompok
Hutan ya upaya n usaha kelompok tani kelompok
pengelolaan | kehutanan hutan
hutan
BALAI KPH TAMBORA
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 40 orang 40 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 20.000 Ha 20.010 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi | Pencegahan Papan Informasi 10 buah 10 buah
sumberdaya | dan Kebakaran Hutan
alam dan pengendalian | Titik api yang 6 titik 10 titik
ekosistem kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 2 unit @ 2 unit @
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit 20.000 20.000
dan Kritis Lahan Kritis Rakyat batang batang
Perhutanan
Sosial
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | sosialisasi 4 desa 4 desa
Hutan ya upaya n usaha pengelolaan
pengelolaan | kehutanan bambu lestari
hutan
BALAI KPH MARIA DONGGOMASSA
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 49 orang 49 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 24.500 Ha 24.492 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi | Pencegahan Papan Informasi 10 unit 10 unit
sumberdaya | dan Kebakaran Hutan
alam dan pengendalian | Titik api yang 6 titik 17 titik
ekosistem | kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 40.000 40.000
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan Kebun Bibit batang batang
dan kritis Lahan Kritis Rakyat
Perhutanan Pembuatan 9 lokasi 9 lokasi
Sosial demplot
agroforestry
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Sosialisasi 4 desa 4 desa
Hutan ya upaya n usaha pengelolaan
pengelolaan | kehutanan bambu lestari
hutan Sosialisasi 4 desa 4 desa
pembentukan
kelompok
pengelolaan

bambu lestari
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Bantuan mesin 8 unit 8 unit
pengepakan
gadung
BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
1 | Perlindungan Meningkatn | Pencegahan Tenaga 40 orang 40 orang
Hutan, ya upaya dan Pengamanan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan Hutan
Sumber n Hutan Hutan Luas hutan yang 20.000 Ha 19.531 Ha
Daya Alam dan | dan dilindungi
Ekosistem konservasi | Pencegahan Papan Informasi 20 buah 20 buah
sumberdaya | dan Kebakaran Hutan
alam dan pengendalian | Titik api yang 10 titik 10 titik
ekosistem kebakaran dikendalikan
hutan dan
lahan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Pembuatan 10 lokasi 10 lokasi
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan demplot
dan Kritis Lahan Kritis agroforestry /
Perhutanan penyediaan benih
Sosial tanaman jenis
tumpang sari,
tanaman kayu,
dan MPTS
Pembangunan 10 unit 10 unit
DAM penahan
Pembangunan 20 unit 20 unit
Gully plug
Pembangunan 16 unit 16 unit
sumur resapan
3 | Pengelolaan Meningkatn | Pengembanga | Sarpras HHBK 1 paket 1 paket
Hutan ya upaya n usaha stup madu dan
pengelolaan | kehutanan koloni lebah
hutan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas LHK NTB telah
mencapai PAD sebesar Rp. 935.990.989,- atau melampaui 150,48% dari target
yang ditetapkan. Target PAD Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 622.000.000,-
bersumber dari pelayanan jasa cetak peta, uji laboratorium, jasa usaha
pemanfaatan HHBK, dan jasa lingkungan/tempat rekreasi. Berikut adalah rincian
pencapaian PAD Dinas LHK dari berbagai sumber.

Tabel 42. Realisasi PAD Dinas LHK Tahun 2019

No. Sumber PAD Target PAD Realisasi
(Rp.) PAD (Rp.)
1. | Jasa cetak peta 5.000.000 30.687.394
2 Uji laboratorium 50.000.000 63.982.500
lingkungan
3. | Jasa usaha pemanfaatan 162.000.000 285.546.720
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HHBK
4. | Jasa lingkungan/tempat 405.000.000 549.758.375
rekreasi
5. | Pendapatan lain-lain - 6.016.000
TOTAL 622.000.000 | 939.990.989

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup
dan kehutanan di atas masih menghadapi beberapa permasalahan/kendala
dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut

Tabel 43. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup

Tahun 2019

PERMASALAHAN SOLUSI
Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan
Dalam pelaksanaan pembentukan | Dinas LHK telah bersurat kepada LH
kelompok bank sampah tidak | Kab/Kota sebagai upaya percepatan
ditemui  permasalahan,  namun pengumpulan data neraca pengelolaan

berkaitan dgn pencapaian indikator
kinerja program belum didapatkan
nilai neraca pengelolaan sampah
tahun 2019

sampah. Sampai November 2019, hanya
Kabupaten Lombok Utara yang telah
menyelesaikan perhitungan neraca
pengelolaan sampah, vyaitu 17,87%
sampah terkelola dan 82,13% sampah
tidak terkelola.

Penyusunan masterplan pengelolaan
sampah tidak dapat dilaksanakan
karena tingginya biaya penyusunan
masterplan dan belum memiliki
tenaga ahli bersertifikat yang
diperlukan dalam penyusunan

Dianggarkan kembali pada DPA tahun
berikutnya

Pada kegiatan pengelolaan sampah
dan limbah B3 realisasi anggarannya
dibawah 50%

Perlu dimatangkan kembali konsep
perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan
agar seluruhnya dapat terlaksana tepat
waktu

Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Dalam penyusunan KLHS masih
terdapat beberapa kab/kota yang
belum berpedoman pada PP
46/2016

Sebelum dikeluarkan rekomendasi, Dinas
LHK memberikan arahan dan pemahaman
mendalam  agar  seluruh  tahapan
penyusunan KLHS sesuai dengan PP
46/2016

Belum memiliki SDM sebagai Pejabat

Perlu melaksanakan/mengikuti pelatihan
PPLHD
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PERMASALAHAN

SOLUSI

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
(PPLHD)

Belum ada Armada/Transportasi
pendukung untuk melaksanakan
sidak dan reaksi cepat.

Pengadaan kendaraan Roda 4 sebagai
transportasi sidak atau reaksi cepat ke
lapangan bila ada pengaduan dan laporan
masyarakat

Bidang Pengelolaan Hutan

Tidak ada alokasi anggaran dalam
hal pelayanan gugatan tindak pidana
kehutanan

Dianggarkan kembali pada DPA tahun
berikutnya

Database dan profile usaha
Kehutanan sebagai basis cikal bakal
Industrialisasi masih tersebar di KPH

Harus dilakukan  konsolidasi  untuk
mengukur kontribusi terhadap pencapaian
target2 RPJMD

Banyaknya batas kawasan yang
sangat lama tidak dilakukan
rekonstruksi

Bersurat kepada BPHP untuk bantuan
fasilitasi rekonstruksi tata batas kawasan
hutan

belum sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan dalam dokumen
sebelumnya, contoh RPHIP di
masing-masing KPH

Kinerja dan kontribusi Tahura dan Perlu ada instrument evaluasi dan
KPH dalam rangka pencapaian monitoring KPH

target-target RPJMD belum terukur

Pelaksanaan program/kegiatan Kualitas koordinasi perencanaan

kehutanan akan ditingkatkan dengan
KPH, agar perencanaan tepat waktu

Rencana program/kegiatan dalam
RPHJP belum sinkron dengan
Rencana Kerja Tahunan Dinas LHK

RPHIPd harus diintegrasikan
Renja Tahunan Dinas LHK

dengan

Roadmap Industrialisasi belum di
Finalisasi

Percepat upaya koordinasi dengan seluruh
stakeholder terkait dalam penyusunan
roadmap

Belum jelas tergambar terkait
kepastian Pasar produk/komoditi
masyarakat (secure market),
Teknologi pengolahan belum
memadai, proses pengolahan
produk yang belum sesuai standar,
Daya tahan kelembagaan /
kelompok

Intensif melakukan pembinaan
kelompok/masyarakat pengelola produk
HHBK, sosialisasi peraturan dengan
pemegang ijin IUPHHK-HTR/IUPHKm,
IUPHHBK, Fasilitasi sapras
pengembangan produk HHBK, sosialisasi
regulasi pengolahan dan peredaran hasil
hutan (PPHH), pengembangan luasan
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PERMASALAHAN

SOLUSI

penanaman HHBK (bambu, gaharu, kayu
putih, kopi, porang dll), fasilitasi
pemungutan PNBP dan PAD, dan
meningkatkan sinergitas antara KPH.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Usulan Kegiatan Tahun 2020 untuk
kegiatan RHL tidak berdasarkan
pada RTn-RHL.

Meningkatkan koordinasi perencanaan
kehutanan dengan KPH agar kegiatan
RHL menyesuaikan RTn-RHL yang telah
disusun

kegiatan pelatihan tidak disertai
dengan praktek teknis pembuatan
bangunan KTA

Memperkaya materi dan
narasumber yang kompeten
pengelolaan DAS

jumlah
terkait

Ekosistem

Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi, Sumber Daya Alam dan

Belum ditetapkan lembaga
pengelola cagar biosfer di Provinsi
NTB sehingga pengelolaannya masih
belum optimal

Segera dibentuk lembaga pengelola cagar
biosfer di Provinsi NTB sebagai tindak
lanjut rencana aksi pengelolaan cagar
biosfer dan KEE koridor penyu.

Pelaksanaan kegiatan Konservasi
dan Sumber Daya Alam Hayati
belum optimal terutama dalam
memfasilitasi sarana prasarana
pengelolaan KEE koridor penyu
sehingga output yang dihasilkan
belum optimal.

Meningkatkan koordinasi dengan
stakeholder terkait seperti Balai KSDA
NTB, BPSPL Denpasar, Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten
serta Dinas LH Kabupaten sehingga dapat
mengoptimalkan agaran dalam rangka
memfasilitasi KEE koridor penyu.

Lokus atau pusat kebakaran berada
di tebing, tidak ada sumber air
untuk pemadaman, dan kurangnya
personil yang ikut terjun untuk
pemadaman karena lokasi jauh dari
hutan

Lakukan pencegahan dengan banyak
bersosialisasi dengan masyarakat dan
selalu melakukan pemantauan titik rawan
kebakaran hutan

Balai Laboratorium Lingkungan

Terbatasnya personil ASN teknis
yang berkompeten

Meningkatkan kapasitas ASN melalui
berbagai bimbingan teknis dan pelatihan

Balai KPH dan Tahura

Kurang optimalnya pengelolaan

Peningkatan koordinasi perencanaan
kehutanan dengan seluruh stakeholder
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PERMASALAHAN

SOLUSI

hutan

dan masyarakat

Adanya kegiatan pembakaran hutan

Peningkatan pengawasan oleh KPH

Maraknya pencurian kayu di
kawasan hutan

Koordinasi intensif antar KPH sehingga
setiap informasi dari salah satu KPH
langsung ditindaklanjuti oleh KPH di
sekitarnya atau yang menjadi jalur
lintasan peredaran hasil hutan illegalnya

Tingginya aktivitas masyarakat yang
dalam Kawasan Hutan terlebih
disekitar lokasi RHL sehingga dapat
menggangu tanaman

Menyediakan papan informasi dan papan
larangan pada wilayah KPH dengan
harapan masyarakat atau publik
mengetahui batas-batas kawasan hutan di
tingkat lapangan

B. Realisasi Anggaran

1. Sumber Anggaran Tahun 2019

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas LHK NTB Tahun
2019-2023. Adapun target dan realisasi anggaran per program kegiatan Dinas
LHK NTB Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.1 Sumber Dana APBD 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas LHK
Provinsi NTB Tahun 2019, jumlah alokasi anggaran Tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 108.926.716.910,- Dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 48.476.149.400,-
b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 60.450.567.510,-

Untuk BL, terdiri dari 10 program dalam bentuk 5 program rutin dan 5

program prioritas. Adapun
berikut :
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Tabel 44. Realisasi per Program untuk Tahun 2019

Pengelolaan
Keuangan Daerah

. . o Realisasi
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) R %
P- o
1 Meningkatnya - Indeks Kualitas Pelayanan 5.895.173.315 5.505.164.618 | 93,38
kualitas daya Air Administrasi
dukupg dgn daya _ Indeks Kualitas Perkantoran
tamping lingkungan Udara
hidup
- Indeks Kualitas
Tutupan Lahan
- Neraca
Pengelolaan
Sampah (%)
2 Meningkatnya Pertambahan nilai Peningkatan Sarana 4.666.906.147 4.449.999.774 | 95,35
produksi sektor PDRB sektor Prasarana Aparatur
primer kehutanan (%) Perkantoran
Peningkatan Kapasitas 256.943.400 225.018.519 | 87,58
Sumber Daya
Aparatur
Pengembangan 922.390.800 864.602.505 | 93,73
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Kapasitas 341.533.100 315.882.000 | 93,49
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Realisasi

No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) R %
P- o

Pengembangan 15.651.868.500 1.883.598.264 | 88,70
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Pengendalian 1.696.451.500 1.560.675.699 | 92,00
Pencemaran dan
Kerusakan LH
Pengelolaan Hutan 5.883.028.373 5.336.416.942 | 90,71
Rehabilitasi, 8.136.985.292 7.756.444.475 | 95,32
Kerjasama, dan
Perhutanan Sosial
Perlindungan Hutan, 16.999.287.083 16.681.538.864 | 98,13
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Ekosistem
TOTAL 108.926.716.910 | 102.946.756.571 | 94,51
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Tabel 45. Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019

No | Tahun Pagu (Rp) Realisasi (%)

BTL BL Total Keu | Fisik
1 | 2018 |50.412.232.300 | 45.058.004.065 | 95.470.236.365 | 93,05 98
2 | 2019 |48.476.149.400 | 60.450.567.510 | 108.926.716.910 | 94,51 | 98,68

Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, jumlah anggaran pada Tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar £ 14.09 %. Hal ini antara lain disebabkan
karena adanya alokasi anggaran tambahan untuk mendukung NTB Zero
Waste dan industrialiasi berupa penguatan sarpras persampahan dan
pengolahan HHBK.

Namun demikian, alokasi anggaran tersebut akan terus bersifat dinamis
mengikuti dinamika perubahan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga dengan
capaian realisasi anggarannya. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya
penurunan jumlah anggaran di Tahun 2018 karena adanya kebutuhan
daerah untuk pelaksanaan Pemilukada pada Tahun 2018. Namun secara
keseluruhan, dukungan untuk Sektor LHK tetap menjadi salah satu prioritas
dalam pelaksanaan pembangunan di NTB.

Terjadi peningkatan capaian realisasi, dimana pada Tahun 2017 capaian
realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
mencapai 92,19 % atau meningkat sekitar 3 % jika dibandingkan
dengan capaian realisasi anggaran pada Tahun 2016 sebesar 88,99 %.
Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bertambah jumlah anggaran,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2017. Namun
tidak mengurangi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk merealisasikan anggarannya.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

Realisasi per Belanja Realisasi (%)
No | Tahun
BTL BL Keu Fisik
1 ]2018 48.536.401.876 | 41.925.620.503 94,75 98
(96,28 %) (93,05)
2 2019 46.367.730.219 | 56.579.026.352 94,51 98,68
(95,65%) (93,60%)
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1.2 Sumber Dana APBN 2019

Dukungan pembangunan LHK juga berasal dari Dana Dekonsentrasi
Kementerian LHK dari APBN sebesar Rp. 959.500.000 dengan realisasi
sebesar Rp. 862.369.861,- atau sekitar 89,88 % dengan fisik mencapai 100

%. Adapan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 47. Realisasi Kegiatan APBN Tahun 2019

Pagu Realisasi
No Urusan —
Rp Rp % Fisik
1 |LH 112.500.000 100.411.735| 89,25 100
2 | Kehutanan 697.000.000 620.006.515| 88,95 100
3 | Administrasi 150.000.000 141,951,611 | 94,63 100
Total 959.500.000 | 862.369.861 | 89,88 100

Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, jumlah anggaran Tahun 2019
menurun sekitar 49%. Untuk urusan Kehutanan terjadi penurunan sekitar
43,54 % dan urusan LH juga menurun sebesar 79,6 %. Terkait dengan
presentasenya, terjadi penurunan realisasi anggaran dari 91,92 % menjadi
89,88 %. Namun demikian realisasi fisik tetap mencapai 100 %.
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BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan
Hidup dan  Kehutanan Provinsi NTB  Tahun 2019 ini  merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi amanat sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP dan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan
fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran
2018. Pelaksanaan tugas ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan
Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan realisasi anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 jika
dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu dari 93,05 % di Tahun 2018 menjadi 93,60
% di Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bertambah jumlah
anggaran, tidak mengurangi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk merealisasikan anggarannya.

2. Adapun beberapa capaian program Dinas LHK menunjukkan hasil yang melebihi
dari yang telah ditargetkan sebagai berikut :

a. Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya, realisasi 10
lokasi dari target 2 lokasi

b. Persentase pengelola lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan,
realisasi 53.10% dari target 50%

c. Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan
kelompok HHBK dan Jasling, realisasi 35.60% target 28.60%

d. Cakupan Luas Pengembangan HHBK, realisasi 0.08% sesuai dengan target
0.08%

e. Cakupan operasionalisasi lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak,
realisasi 100% sesuai dengan target 100%

f. Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan
sosial, realisasi 43.62% dari target 29.22%

g. Persentase penurunan luas lahan kritis, realisasi 0.5324% dari target 0.53%
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h. Rasio Kemampuan perlindungan hutan, realisasi 0,0006% dari target
0,0009% (dikarenakan penambahan jumlah pamhut belum mencapai jumlah
ideal untuk mengcover seluruh kawasan hutan)

3. Permasalahan yang masih terjadi yaitu pada aspek Neraca Pengelolaan Sampah.
Terkait jumlah pengurangan sampah, Dinas LHK masih menemui kesulitan dalam
hal pengumpulan data sampah terkelola oleh bank sampah binaan Dinas LHK.
Sehingga, upaya yang dilakukan ialah mendorong pemanfaatan aplikasi SMASH
(Sistem Online Manajemen Sampah) agar dapat digunakan secara realtime untuk
melaporkan kegiatan pengurangan sampah masing-masing bank sampah.

4. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja
yang lebih baik ke depannya antara lain :

a. Dinas LHK NTB secara aktif akan terus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah
Kabupaten/Kota se NTB untuk membantu mengedukasi masyarakat, khususnya
yang bertempat tinggal dan berusaha di sepanjang aliran sungai.

b. Upaya selanjutnya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan
SDM lingkup Dinas LHK NTB dalam melakukan pengambilan sampel dan
pengujian hasil sampel tersebut sehingga hasilnya bisa menggarambarkan
secara utuh mengenai kondisi kualitas lingkungan hidup di Provinsi NTB. Salah
satu upayanya adalah dengan mendorong akreditasi pada Balai Laboratorium
Lingkungan Provinsi NTB.

c. Fokus sampling air dalam rangka pencapaian Indeks Kualitas Air diperluas
sehingga tahun 2020 juga mengambil sampel dan menguji kualitas air laut

d. Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi Hasil Hutan
Bukan Kayu

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 ini
dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. Laporan ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyempurnaan
pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang.

105 | LAKIP Tahun 2019



	COVER LAKIP.pdf (p.1)
	LAKIP 2019.pdf (p.2-113)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.1)
	DAFTAR ISI.pdf (p.2)
	DAFTAR GAMBAR.pdf (p.3)
	DAFTAR TABEL.pdf (p.4-5)
	BAB I.pdf (p.6-14)
	BAB II.pdf (p.15-22)
	Bab III.pdf (p.23-110)
	BAB IV PENUTUP.pdf (p.111-112)


